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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE WORK ENFORCEMENT 
POLICY OF THE STATE CML APPARATUS (ASN) IN THE 





The Government of Regulation on Discipline of the State Civil 
Apparatus (ASN) includes, among other things, obligations, prohibitions and 
disciplinacy penalties that can be imposed on the State Civil Apparatus (ASN) 
which has been proven to have committed a violation. Government of Regulation 
Number. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants is a legal basis to 
guarantee civil servants and can be used as a basis for regulating the preparation 
of good and correct state apparatus. The State Civil Apparatus (ASN) as 
government officials and public servants are expected to always be ready to carry 
out the tasks that have become their responsibility. This study aims to describe the 
implementation of sanctioning stages in the framework of enforcing the discipline 
of the State Civil Apparatus (ASN) based on Government regulation Number 53 
of 2010 in the Sukamara Regency Government Environment and to describe the 
inhibiting and driving factors in implementing sanctions in the context of 
apparatus discipline enforcement. State Civil (ASN) based on Government 
Regulation Number 53 of 2010 in the Sukamara Regency Government 
Environment. This study uses qualitative research methods through indepth 
interviews with key informants. The results of this study indicate that in general 
the implementation of the policy of enforcing the ASN work discipline is quite 
good. In this study there are at least 5 (five) procedures for applying the discipline 
including (I). Supervision; (2). Summoning; (3). Examination; (4). Sentencing; 
(5). Submission of Decisions. Furthermore, the suggestion that can be stated in 
this thesis is that there must be strict pwtlshment sanctions for Civil Servants who 
violate the rules of employee discipline, creating a conducive environment so that 
Sukamara Regency Government employees are not bored with workplaces and 
improve the welfare of Civil Servants to meet their needs. 
Key Word : Government regulation number 53 of 2010, Implementation of 
sanctioning strages, Enforcement of Discipline, State Civil Apparatus (ASN) 
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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA 






Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
antara lain memuat kewajiban, larangan clan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran. Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 
adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri clan dapat dijadikan 
dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik clan benar. Aparatur 
Sipil Negara (ASN) sebagai aparat pemerintah clan abdi masyarakat diharapkan 
selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya 
dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan tentang 
implementasi tahapan penjatuban sanksi dalam rangka penegakan disiplin 
Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
20 IO di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara serta untuk 
mendeskipsikan fal."tOr penghambat clan pendorong dalarn implementasi tahapan 
penjatuban sanksi dalarn rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif melalui wawancara mendalarn (in depth interview) terhadap informan 
kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi 
kebijakan penegakan disiplin kerja ASN sudah cukup baik. Dalarn penelitian ini 
sedikitnya ada 5 (lima) prosedur penerapan disiplin tersebut diantaranya (1). 
Pengawasan; (2). Pemanggilan; (3). Pemeriksaan; (4). Penjatuban Hukuman; (5). 
Penyarnpaian Keputusan. Selanjutnya saran yang dapat dikemukakan dalarn tesis 
ini adalah harus adanya tirulakan sanksi hukuman tegas bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang melanggar peraturan disiplin pegawai, menciptakan lingkungan yang 
kondusif sebingga pegawai Pemerintah Kabupaten Sukarnara tidak bosan dengan 
tempat kerja clan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil agar dapat 
mencukupi kebutuban. 
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Implementasi 
tahapan peajatuban sanksi, Penegakan Disiplin, Aparatur Sipil Negara (ASN) 
ii 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah 
I. Proftl Kabupateu Sukamara 
Sejarah singkat Kabupaten Sukamara Sekitar tahun 1800, 
datanglab perantau bernama Datok Nabkoda Mubamad Talib dan 
istrinya ke suatu tempat yang pada saat itu masih belum 
berpengbuni.Asal beliau dari sungai Kedayan Brunai Darussalam, yang 
kemudian membuka sebuab pemukiman. Karena wilayab tersebut 
masih dalam kekuasaan Raja Kotawaringin, maka diutuslab seorang 
menteri kerajaan bernama Pangeran Prabuwijaya untuk membantu 
menata kehidupan didaerab tersebut. 
Singkat cerita, musyawarah pangeran dengan masyarakat 
setempat menghasilkan kesepakatan babwa nama kampung yang 
mereka huni bernama Jelai Kerta Jaya. Memasuki tahun 1920, keadaan 
kampung pun semakin berkembang berikut jumlab penduduknya. 
Karena itu, diambillab sebuab keputusan untuk merubab nama 
kampung tersebut menjadi SOEKAMARA yang berarti masyarakat 
yang suka dengan kemajuan. Kata Soekamara sendiri secara terpisab 
menjadi Soeka yang berarti Suka dan Mara yang berarti maju dan 
menurut catatan sejarah, wilayah Sukamara resmi menjadi sebuah 
kampung pada 37 masa pemerintahan Raja IX (Ratu Imaduddin) pada 
tahun 1835 yang kemudian berganti pimpinan dari masa ke masa. 
71 
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Seiring berjalannya waktu, dengan dasar Keputusan Menteri 
Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 821.26-246 tertanggal 28 
Mei 1983 diangkat dan ditetapkan M. Abyar, BA sebagai Pembantu 
Bupati Wilayah Kerja Sukarnara yang berkedudukan di Sukarnara. Dan 
sesuai dengan tuntutan reformasi seperti yang diarnanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menginglnkan 
terwujudnya sistem desentralisasi dan dekonsentrasi, maka Sukarnara 
bersama dengan delapan daerah lainnya di Propinsi Kalimantan T engah 
diusulkan menjadi sebuah Kabupaten Definitif oleh DPRD Provinsi 
Kalimantan Tengah ke Pemerintah Pusat. 
Melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 11 April 2002, 
perwujudan sebuah Kabupaten yang telah lama dinantikan tersebut 
akhimya terjawab dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 
tahun 2002 tentang delapan Kabupaten baru di Kalimantan T engah. 
Dan peresmian Kabupaten Sukarnara oleh Menteri Dalarn Negeri atas 
narna Presiden Republik Indonesia tersebut dilaksanakan di Jakarta 
dengan Pejabat Bupati Drs. H. Nawawi Mahmuda. 
Selanjutnya, berdasarkan basil sidang DPRD Kabupaten 
Sukarnara yang pertarna terpilih dan ditetapkan lab Drs. H. Nawawi 
Mahmuda sebagai Bupati Sukarnara periode pertarna. 
72 
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2. Letak Geografis 
Kondisi Geografis Pada bagian ini akan diuraikan tentang 
kondisi urnurn wilayah Kabupaten Sukamara dari aspek luas dan 
orientasi wilayah, topografi, fisiografi, klimatologi, dan gambaran pola 
pemanfaatan ruang. 
Luas Wilayah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu dari 
delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten 
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara mempunyai luas wilayah 
seluas 3.827 km2 atau 382.700 ha (2,49 % dari luas Kalimantan Tengab 
sebesar 153.564 km2), yang meliputi 5 wilayah kecamatan, 32 Desa 
Tabet 4.1 Natna, Luu Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan 
Kabupaten Sukamara 2017 
LuuWUayab 
No Kecamatan Kelurahan/Desa Admiaistrasi Terbangun 
(Ila) %thd (Ila) •/o thd 
total total 
I. Sukamarn 8 I02.800 26,86 1.813,8 36,72 
2. Jelai 5 79.600 20,80 406,24 8,22 
3. Balai Riam 8 53.900 14,08 1.765,0 35,73 
4. Pantai Lunci 4 80.400 21,01 IOl,47 2,05 
5. Pennnta 7 66.000 17,25 853,35 17,28 
Kecubung 
JUMLAH 32 382.700 100 4.940,0 100 
Sumber: Sukamara Dalam Anglea 2017 
73 
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Letak Geografis Wilayah Kabupaten Sukamara secara geografis terletak 
di antara 2 0 19' sampai 30 07" Lintang Selatan dan 1100 25" sld 1110 
9'50" Bujur Timur. Berdasarkan Perda No.2/2006, Kabupaten 
Snkamara terdiri atas lima buah kecamatan yaitu Kecamatan Jelai, 
Kecamatan Pantai Lunci, KOCOJnatan Sukamara, Kecamatan Balai 
Riam, dan Kecamatan Pennata Kecubung. Batas wilayah Kabupaten 
Sukamara adalah sebagai berikut: No Kecamatan Luas (Km2) 
I. Jelai 796,00 
2. Sukamara 1.028,00 
3. Balai Riam 539,00 
4. Pantai Lnnci 804,00 
5. Pennata Kecubnng 660,00 
Total Luas Wilayah 3.827,00 40 
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama 
dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat 
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi 
Kalimantan Barut 
3. Sebelah Utara berbatasan dengan KOCOJnatan Bulik Kabupaten 
Lamandau 
4. Sebelab Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.. 
Pernerintahan Umurn Otonomi daerah yang diberlakukan sejak 
tabun 2001 mernpnnyai implikasi keleluasaan daerah dalam mengelola 
wilayahnya. Salab satnnya adalab kewenangan daerah dalam mengatur 
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administrasi pemerintahannya dan segala kebijakan daerah guna 
mempercepat pembangunan di segala sector. 
Pemerintahan Kabupaten Sukamara yang mulanya memiliki 
hanya 3 kecamatan dengan 32 desa yaitu Kecamatan Jelai, Kecamatan 
Sukamara, Kecamatan Balai Riam, selanjutnya dimekarkan sehingga 
memiliki 5 kecamatan. Adapun 2 Kecamatan yang dimekarkan yaitu 
Kecamatan Jelai yang dimekarkan dengan menambah l Kecamatan 
yaitu Kecamatan Pantai Lunci. Kecarnatan lainnya adalah Kecamatan 
Balai Riam yang dimekarkan dengan menambah l Kecamatan yaitu 
Kecamatan Permata Kecubung.Pemekaran wilayah di Kabupaten 
Sukamara sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan akses 
dalam segala hal terutama membuka keterisolasian wilayah sekaligus 
mampu meningkatkan status desa. 
Bagan Struktur Organisasi Satuan Organisasi Perangkat Daerah 
(SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dibentuk 
berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor Tahun 2016 yang 
diarnbil dari website pemkab sukamara 
(https://www.sukamarakab.go.id), dengan susunan perangkat sebagai 
berikut: 
l. Sekretariat Daerah (SETDA) 
2. Sekretariat DPRD (SETW AN) 
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
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4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 
(DISKOPUMDAG) 
5. Dinas Perhubungan (DISHUP) 
6. Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian 
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah (BPKAD) 
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata 
(DISPORAPAR) 
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) 
10. Dinas Kesehatan (DINKES) 
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) 
12. Dinas Perikanan (DISKAN) 
13. Dinas Kependudukan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DISDUKPPKB) 
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) 
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
(DISPERKIM) 
16. lnspektorat 
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
18. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPMDPP-PA) 
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKESBANGPOL) 
20. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
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22. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) 
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK) 
25. Rumah Sakil Umum Daerah (RSUD) 
Kecamatan/Kelurahan : 
I. Carnal Sukamara 
2. Carnal Balai Riam 
3. Carnal Pennata Kecubung 
4. Carnal Pantai Lunci 
5. Carnal Jelai 
6. Lureh Kuala Jelai 
7. Lureh Mendawai 
8. Lureh Padang 
Instansi Vertikal/Lainnya : 
l. Polres Sukamara 
2. Perwira Penghubung KODIM 1014 Pangkalan Bun 
3. Kejaksaan Negeri Sukamara 
4. Kantor Departemen Agama Sukamara (Depag) 
5. Badan Pusal Stalislik (BPS) 
6. Kantor Perwakilan Badan Pertanehan Nasional (BPN) 
7. PT. Pos dan Giro 
8. PT. Pelindo II 
9. Administrasi Pelabuhan 
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I 0. PT. PLN Ranting Sukamara 
11. Bank Negara Jndonesi 46 (BNI) Unit Sukamara 
12. Bank Mandiri Unit Sukamara 
13. Bank Rakyat Indonesia Unit Sukamara 
14. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Pembantu 
15. Bank Perkriditan Rakyat (BPR-BUMD) Sukamara 
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Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukamara 
vis i 
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG 
SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG 
PEMERINTAHAN YANG PROPISIONAL ". 
Mis i 
Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten 
Sukamara sebagai berikut : 
I. Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Propisional, Bersih 
dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. 
2. Mewujudkan Somber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang 
Terdidik dan Sehat. 
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarab, 
Terukur dan Berkeadilan. 
4. Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Somber Daya 
Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan 
Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup. 
5. Miningkatkan Kualitas Kehidupan Beragarna Dan Bermasyarakat 
Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram dan Dinamis. 
Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara tahun 2018 berjumlah 
I. 756 orang dengan latar belakang pendidikan bervariasi dari ringkat 
Pendidikan Sekolah Menengah sampai dengan Pendidikan Tinggi (S2) 
dengan garnbaran jomlah pegawai per dinas/badan dirinci menurnt jenis 
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kelamin. Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara yang diambil 
dari website pemkab sukamara https:llwww.sukamarakab.go.id 
Tabel 4.2 Data Jumlah Pegawai setiap SOPD di Kabupaten Sukamara 
No Dinas / lnstansi Jenis Kelamin 
Laki Perempuan Jumlah 
Laki 
l Sekretariat Daerah 50 26 76 
2 Sekretariat Dewan 15 9 24 
3 Dinas Kesebatan 71 129 1200 
4 Dines Perikanan 12 10 22 
5 Dinas Pendidikan dan Kebudavaan 349 327 676 
6 Dinas Koperasi Usaha Kccil dan Menengah dan 15 7 22 
Pe 
7 Oinas Kependudukan Pengendalian Penduduk clan 14 8 22 
Keluaros Berencana 
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 5 19 
9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33 18 51 
10 Dines Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19 27 46 
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 21 2 23 
Permukiman 
12 Dines Perhubungan 17 3 20 
13 Dinas Ketahanan Pangan clan Pertanian 43 16 59 
14 Badan Perencanaan Pembangunan Daemb 17 10 27 
15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 2 14 
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9 12 21 
Satu Pintu 
17 Badan Kepegawaian Daemb 16 11 27 
18 Inspektorat 10 10 20 
19 Dines Lingkungan Hidup 12 10 22 
20 Dinas Komonikasi Infonnatika dan Persandian 14 5 19 
21 Dines Perpustakaan dan Kearsipan 11 5 16 
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23 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata 13 7 20 
24 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17 14 31 
Pemberdayaan Perempuan clan Perlindungan anak 
25 Rumah Sakit Umum 42 75 117 
26 Carnal Sukamara 13 11 24 
27 Camat Balai Riam 13 6 19 
28 Camat Pennata Kecubung 19 1 20 
29 Camat Pantai Lunci 14 2 16 
30 CamatJelai 14 3 17 
31 Lurah Kuala Jelai 4 1 5 
32 Lorah Mendawai 6 4 10 
28 Lurah Padang 4 4 8 
Jumlab 985 771 1.756 
B. Basil Penelitian 
1). Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Aparatur Slpil Negara 
(ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Sipil 
Untuk mendapatkan suatu basil kinerja aparatur yang baik dan 
bermutu serta berdisiplin tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai, maka diperlukan 
pengawasan yang baik. Pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang 
mengusahakan agar bawahan taat dan patuh pada aturan sehingga dapat 
menunjang pelayanan terhadap masyarakat. 
Pimpinan atau atasan langsung sebagai pimpinan cli masing-
masmg SOPD yang berada cli Pemerintah Kabupaten Sukamara barus 
melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus 
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menerus dilakukan kepada bawahannya secara preventif dan represif agar 
togas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 Tentang Disiplin Pegawai. 
Dalam menegakan Disiplin Pegawai tidak dapat berjalan tanpa adanya 
dukungan dari atasan langsung. 
Setelab adanya pengawasan dari atasan, maka yang perlu diperhatikan 
dalam mengimplementasi kebijakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 adalab proses pemanggilan. Pelaksanaan 
pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin harus dilakukan 
sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi penyelewengan wewenang. 
Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sebelurn pemeriksaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nonor 53 Tabun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai. Apabila Pegawai Negeri sipil yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang 
bersangkutan diperikaa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan 
diperiksa pada pemanggilan pertama. 
Pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk 
menyampaikan dan diterimanya surat pemanggilan tersebut. Apabila pada 
tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir, maka pejabat yang 
berwenang menghukurn menjatuhkan hukurnan disiplin, berdasarkan alat 
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bukti clan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan 
PP Nomor 53 Tahun 2010. Untuk menunjang proses pemanggilan harus 
dilampirkan beberapa bukti, salah satunya absensi kehadiran pegawai atau 
informasi dari orang lain untuk menguatkan bukti yang sudah ada Sehingga 
dengan adanya bukti tersebut dapat menjadi dasar dikeluarkannya surat 
pemanggilan. 
Sebelum meoganah ketingkat penjatuhan hukuman, maka proses 
pemeriksaan yang terlebih dulu dijalankan, pemeriksaan adalah hal yang 
penting dalam melaksanakan kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil clan 
yang perlu diperhatikan sebeluro melakukan pemeriksaan adalah mempelajari 
syarat-syarat melakukan pemeriksaan, berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai. Proses pelaksanaan pemeriksaan yang perlu 
diperhatikan adalah pejabat yang memeriksa tidak boleh ada unsur keluarga 
dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, clan tidak 
boleh mempunyai kedudukan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin. Sehingga dengan tidak adanya unsur 
keluarga dan kedudukan yang lebih rendah, maka pejabat pemeriksa tidak 
ragu dalam mengajukan pertanyaan untuk proses pemeriksaan. Dan pegawai 
yang melanggar disiplin wajib menjawab semua pertanyaan yang diberikan 
oleh pejabat pemeriksa. Karena pertanyaan yang diajukan oleh tiin pemeriksa 
adalah untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Pegawai Negeri Sipil 
tersebut dalarn melakukan tindakan pelanggaran disiplin. Jika dalam 
pemeriksaan ada unsur keluarga maka akan terjadi toleransi kepada pegawai 
tersebut. Untuk meoghindari yang demikian maka perlu adanya pergantian 
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pejabat yang memeriksa untuk melaksanakan proses pemeriksaan. Proses 
pemeriksaan juga dilakukan dengan tertutup, dihadiri dan diketahui oleh 
atasan langsung dan pejabat yang berkepentingan serta Pegawai Negeri Sipil 
yang diperiksa, untuk mengbindari hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai 
pemeriksa tidak boleh melakukan pemaksaan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang diperiksa untuk mengakui perbuatannya serta dalam melakukan 
pemeriksaan harus sesuai dengan etika sehingga dalam proses pemeriksaan 
tidak merendahkan martabatlharga diri Pegawai Negeri Sipil dengan cara 
mengancam, membentak atau cara lain. Serta pejabat pemeriksa harus 
memberikan kebebasan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dalarn 
mengemukakan pendapatnya sehingga dapat memberikan keterangan yang 
sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang dilakukan. Hasil 
pemeriksaan harus dituangkan dalarn bentuk Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP). 
Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran 
disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan yang 
menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran. 
Setelah proses pemeriksaan, maka dilanjutkan proses penjatuhan 
hukuman. Penjatuhan Hukuman pada dasarnya adalah bersifat pembinaan 
yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap 
menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa 
yang akan datang, sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
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Pegawai. Sebelum penjatuhan hukuman, atasan langsung dari Pegawai Negeri 
Sipil yang melakukan pelanggaran wajib mempelajari dengan teliti hasil dari 
pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang menjadi 
penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran. Karena dalam 
menentukan hukuman disiplin harus berdasarkan faktor, itu bisa clilihat dari 
pelanggaran yang ctilakukan apakah pegawai yang melakukan pelanggaran 
disengaja atau tidak, sehingga akan mempengaruhi jenis hukuman yang 
cliberikan. 
Pejabat yang berwenang menghukum wajib dan tegas dalarn 
menjatuhkan bukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran clisiplin, sedangkan jika pejabat yang berwenang menghukum 
tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran clisiplin, pejabat tersebut clijatuhi hukuman clisiplin 
yang sama oleh atasannya. Proses penjatuhan hukuman disiplin tidak boleh 
adanya diskrirninasi dari atasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran. Karena dengan adanya diskriminasi maka hubungan antar 
pegawai cli lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak akan kondusif 
dan mempengaruhi perilaku dan sikap dari masing-masing pegawai, sehingga 
pelaksanaan implementasi kebijakan penegakan clisiplin kerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara bisa 
terbarnbat dan tidak berjalan dengan efektif. 
Proses penyarnpaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri 
oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan surat keputusan. 
Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan clipanggil secara tertulis untuk hadir 
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menerima keputusan hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman 
disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau 
pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Karena dalam 
proses penyampaian hukuman harus Pegawai Negeri Sipil tersebut yang 
menerima, karena penyampaian secara tertutup dibuat agar menjaga barkat 
dan martabat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Apabila 
tempat kedudukan pejabat yang berwenang mengbukum dan tempat Pegawai 
Negeri Sipil yang dijatubi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang 
berwenang mengbukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan 
keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau 
jabatannya dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan. 
Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakul".an paling larnhat 14 
(empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil 
yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan 
hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin clikirim kepada instansi yang 
bersangkutan melalui alarnat terakhir yang diketahui dan tercatat 
diinstansinya. 
Berdasarkan beberapa unuan diatas dapat disimpulkan, bahwa 
implementasi kebijakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara tidak bisa berjalan dengan 
efektif apabila tidak didukung oleh para pengambil kebijakan yaitu pejabat 
atau pemimpin tetinggi dimasing-masing SOPD di Kabupaten Sukamara 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai. Upaya pengawasan dan pembinaan dari unsur pimpinan terhadap 
bawahan sangat diperlukan guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan oleh pegawailstaf 
Kajian dalarn penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti 
untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukarnara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai, perlu adanya langkah-langkah, sebagai berikut : 
1. Komunikasi 
Pencapaian tujuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan 
ditentukan bagaimana dalam berkomunikasi. Para implementator dapat 
menerima apabila komunikasi tepat dan jelas. Berkaitan dengan 
implementasi kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN di Jingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara, melalui Badan 
Kepegawaian Daerah telah melakukan komunikasi dalarn bentuk 
kegiatan berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Siraman Rohani, 
menerbitkan Edaran serta Jnstruksi terkait ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, haJ ini 
menjadi pedoman untuk mengukur sejauh mana kebijakan penegakan 
disiplin kerja tersebut disarnpaikan secara tepat dan jelas terhadap 
implementator pelaksana kebijakan. 
Pelaksanaan implementasi kebijakan penegakan disiplin kerja 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
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Sukamara tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya komitmen 
yang tinggi dari Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas clan 
tanggung jawabnya. Komitmen yang tinggi yaitu, "tujuan yang akan 
dicapai barus jelas dan ideal serta cukup menantang bagi kemampuan 
Pegawai Negeri Sipil". 
Hal ini berarti babwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada 
seseorang Pegawai Negeri Sipil barus sesuai dengan kemampuan 
Pegawai Negeri Sipil bersangkutan. Tetapi jika pekerjaan itu diluar 
kemampuannya atau pekerjaannya itu jauh dibawab kemampuannya, 
maka kesungguhan clan kedisiplinan Pegawai Negcri Sipil akan rendab. 
Di sini letak pentingnya asas the right man in the right place and the 
right man in the right job. Seperti yang dikemukan oleh lnspektur 
Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Sukamara melalui 
wawancara, sebagai berikut; 
"Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat sudab seharusnya 
mempunyai komitmen yang tinggi baik dalam pekerjaan maupun dalam 
kedisiplinan. Pegawai Negeri Sipil yang ada sekarang banya bekerja 
karena diperintah tanpa adanya inisiatif sendiri. Dalarn ha! 1ll1 
komunikasi sangat diperlukan antara pimpinan terhadap bawahan, 
sehingga tidak ada lagi istilab menunggu perintah. Jadi tugas yang 
dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil barus sesuai dengan 
kemampuan. Kebanyakan Pegawai Negeri Sipil yang ada di 
Lingkungan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukarnara dalam 
penempatan belwn sesuai dengan kebutuhan. Maka the right man in the 
right place and the right man in the right job sangat perlu untuk 
menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018). 
Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh 
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukarnara sekaligus 
sebagai Pit. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukarnara, 
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Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai komitmen tinggi dalam 
melayani masyarakat. Dengan komitmen tinggi yang dimiliki maka rasa 
memiliki pekerjaan sebagai pelayan masyarakat akan semakin tinggi. 
Sebingga dengan memiliki suatu pekerjaan yang disukai maka akan 
mempunyai keikhlasan dalam bekerja Maka dengan mempunyai rasa 
suka terhadap pekerjaan maka akan timbul rasa ingin selalu bekerja dan 
tidak ingin meninggalkan pekerjaan. Dengan demikian maka akan 
muncul atau tumbuh rasa kedisiplinan. Dengan rasa memiliki pekcrjaan 
tersebut maka tingkat kedisiplinan pegawai terutama Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintab Kabupaten Sukamara akan meningkat. 
"Komitmen yang tinggi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil akan 
memberikan rasa suka akan pekerjaannya Sehingga dengan suka akan 
pekerjaan maka pegawai tersebut tidak ingin meninggalkan 
pekerjaannya Maka akan meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Pemerintab Kabupaten 
Sukamara." 
(Wawancarapada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018). 
Pegawai Negeri sipil dengan pekerjaan atau tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan. Karena beban 
kerja serta kemampuan pada tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil tidak sama, 
sebingga atasan langsung harus mengetabui keablian diantara 
bawahannya. Setiap pegawai dalam penempatan terutama Pegawai 
Negeri Sipil yang ditempatkan di Pemerintab Kabupaten Sukamara 
sesuai dengan keablian dibidangnya. Maka disini peran penting dari 
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Untulc menggali informasi lebih dalam mengenai komiunen 
Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan disiplin, penulis menanyakan 
kepada Auditor Pertama pada lnspektur Pembantu Wilayab I lnspektur 
Kabupaten Sukamara yang juga membidangi sebagai Auditor Pertama 
Kabupaten Sukamara, beliau menyampaikan babwa ; 
"Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Kabupaten 
Sukamara sesuai dengan keablian dibidangnya. Maka dari itu peran 
pimpinan atau atasan langsung untulc membangun komunikasi agar 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada bawaban dapat 
dilaksanakan. Sehingga dalarn melaksanakan pekerjaan sesuai 
dibidangnya dapal terlaksana" 
(Wawancara padahari Selasa tanggal 21 Agustus 2018). 
Komi1men yang tinggi berfokus pada proses dimana 
orang/pekerja berfikir untulc memliki keinginan yang kuat mengenai 
hubungan mereka dengan lingkungan organisasi. Apakab ada kesamaan 
antara nilai dan tujuan yang mereka miliki dengan nilai dan tujuan 
organisasi. Jika komi1men pekerja tinggi maka pekerja merasakan 
adanya loyalitas dan rasa memiliki organisasi. Memiliki keinginan kuat 
untulc tetap bergabung dengan organisasi, terlibat sunggnh-sunggub 
dalam pekerjaannya dan menarnpilkan tingkah laku yang sesuai dengan 
tujuan organisasi. 
Pendapat yang tidak jaub berbeda juga disarnpaikan oleh Kepaia 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Sukamara, beliau menyarnpaikan bahwa ; 
"Jika komi1men pekerja tinggi maka pekerja merasakan adanya 
loyalitas dan rasa memiliki organisasi. Merniliki keinginan kuat untulc 
tetap bergabung dengan organisasi, terlibat sunggub-sunggub dalarn 
pekerjaannya dan menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan 
organisasi. Korniunen yang lebih tinggi berfokus pada proses dimana 
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orang/pekerja berfikir untuk memliki keinginan yang kuat mengenai 
hubungan mereka dengan lingkungan organisasi." 
(Wawancara pada bari Kantis tanggal 30 Agustus 2018). 
Komlbnen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada 
organisasi, yang berperan penting pada pekerjaan tertentudan perilaku 
yang terkait. Sebagai contoh, pegawai yang memiliki komibnen tinggi, 
akan rendah tingkat absensinya dan lebih kecil kemnngkinannya untuk 
meninggalkan organisasi sehingga tingkat kedisiplinan akan tinggi, 
dibandingkan dengan pegawai yang memiliki komibnen rendah maka 
tingkat kedisiplinan akan rendah. Terjalinya komunikasi antara 
pimpinan dan bahawan akan memperkecil pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan oleh setiap individu pegawai. 
Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukarnara mempunyai komitmen berbeda. Sehingga dalarn prosesnya 
dimana individu terikat pada lingkungan organisasi tempat Pegawai 
Negeri tersebut bekerja. Setiap individu yang terikat dengan organisasi 
maka mereka cenderung memandang organisasi secara positif. Mereka 
akan menghindari perselisihan dan mempersepsikan organisasi secara 
positif. 
Pada Kesempatan lain penulis menanyakan Kepala Sub Bidang 
Promosi dan Penghargaan pada Bidang Pengadaan, Promosi dan 
Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara dan 
disampaikan oleh beliau bahwa ; 
"Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara 
mempunyai komibnen berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang 
rendah, sehingga dalam proses dimana masing-masing individu terikat 
pada lingkungan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut 
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bekerja. Setiap individu yang terikat dengan organisasi maka mereka 
cenderung memandang organisasi secara positif. Mereka akan 
mengbindari perselisihan dan mempersepsikan organisasi secara 
positif." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 4 September 2018). 
Dari basil wawancara dengan beberapa informan kunci diatas, 
dimana informan mengatakan bahwa komunikasi dalarn ha! ini sangat 
diperlukan antara pimpinan terhadap bawahan, dapat diketahui bahwa 
Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan upaya penyarnpaian 
informasi terkait isi dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin, dengan melaksanakan kegiatan tahunan 
berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Siraman Rohani. Pada saat 
adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil 
sebenarnya telah terjadi komunikasi antara atasan langsung dengan 
Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran sehingga 
tidak ada lagi istilah meounggu perintah, setiap pegawai harus 
mempunyai komitmen yang tinggi serta loyalitas terhadap komitmen 
yang dibangun untuk menciptakan pegawai yang berdisiplin. 
Komitmen yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil menitik beratkan 
pandangan bahwa investasi {berupa waktu, pertemanan, pensiun, dan 
lain-lain) sehingga Pegawai Negeri Sipil menjadi terikat dan tetap loyal 
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2. Somber Daya 
Sumber daya memeiliki perarum penting dalam implementasi 
kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
linglrungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Perintah implementasi 
tersebut mungkin dapat diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, 
tetapi jika pelaksana kebijakan kurang sumber-sumber yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan 
penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara cenderung tidak efektif. Demikian 
juga implementasi tersebut dalarn pelaksanaannya tidak seperti yang 
diinginkan meskipun komunikasi, edaran, dan himbauan tentang 
penegakan disiplin telah dilaksanakan. Pimpinan atau pejabat tertinggi 
di lingkup SOPD terus berusaha untuk melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap pegawailstaf dibawahnya. Upaya pembinaan 
terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin terus dilakukan. 
Meskipun isi dari kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dikomunikasikan 
dengan jelas dan konsisten, narnun dalarn pelaksanaan di lapangan tidak 
sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. 
Untuk menegakan disiplin kerja aparatur pemerintah maka perlu 
adanya pengawasan oleh pimpinan atau atasan langsung. Pengawasan 
adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar bawahan taat dan 
patuh pada aturan sebingga dapat menunjang pelayanan terhadap 
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masyarakat. Prosedur pertama dalam kebijakan disiplin pegawai adalah 
dengan pengawasan. 
Sesuai dengan pemyataan diatas bahwa pengawasan melekat tidak 
dapat berjalan dengan baik jika setiap pimpinan yang berada dibawah 
Sekertaris Daerah tidak dapat berjalan. Karena sebenamya yang 
berperan pada pengawasan melekat adalah atasan Jangsung dari staf 
yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukamara. Jadi Sekertaris Daerah 
hanya mengetahui disiplin staf dari rekomendasi dari atasan langsung 
staf yang bersangkutan. Sesuai wawancara dengan Kepala Bidang 
Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 
Kabuapten Sukamara yaitu : 
"Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat berjalan dengan baik 
tanpa adanya dukungan para atasan langsung dari staf di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu para Pegawai Negeri Sipil 
(ASN). Karena Sekertaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi tidak 
mungkin mengawasi langsung para staf. Jadi disinilah letak 
pendelegasian kewenangan sangat penting. Dalam pembinaan disiplin 
dilakukan pada tingkat paling bawah, jika kesulitan maka dapat 
dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi Sekertaris Daerah hanya 
mendapat rekomendasi dari Atasan Langsung siapa saja staf yang 
mempunyai disiplin rendah, dan setelah itu Sekertaris Daerah bertugas 
memberikan surat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis 
kepada atasan langsung stafuntuk melakukan pembinaan disiplin". 
(Wawancarapada hari Rabu tanggal 12 September 2018). 
Dalam melaksanakan penerapan Kebijakan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari atasan 
langsung dari bawahan. Karena di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukamara dibawah Sekertaris Daerah terdapat Kepala Satuan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Maka Sekertaris Daerah sebagai 
pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten 
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Sukamara mendelegasikan kewenangan kepada seluruh pejabat eselon 
di lingkungan pemerintab Kabupaten Sukamara untuk melakukan 
pengawasan kepada masing - masing stafuya. Para pejabat eselon yang 
ada di Saluan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memberikan 
rekomendasi atau pelaporan secara berjenjang tentang kasus atau 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh staf yang ada di masing -
masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Hasil wawancara dengan 
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Sukamara, beliau menyatakan bahwa: 
"Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 
Pemerintab Nomor 53 Tahun 2010 tidak bisa berjalan dengan baik 
tanpa adanya peran dari atasan langsung Sekertaris Daerah sebagai 
pimpinan tertinggi tidak bisa mengawasi setiap pegawai melainkan staf 
yang ada dibawahnya. Maka yang menjalankan instruksi Sekertaris 
Daerah adalah semua pejabat dan diketuai oleh Kepala Saluan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Karena dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsi tentang Kepegawaian ada pada Kepala SOPD (Kepala 
Dinas) dibantu dengan staf yang menangani Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. Jadi absensi pegawai di Pemerintab Kabupaten 
Sukamara dalam pengawasan dan dilaksanakan Kepala SOPD (Kepala 
Dinas)". 
(Wawancara padahari Rabu tanggal 12 September 2018). 
Dari pemyataan diatas disampaikan bahwa yang melaksanakan 
pengawasan adalah semua pejabat yang ada di lingkungan Pemerintab 
Kabupateo Sukamara dan dalam pelaksanaanoya diketuai oleh 
lospektorat Daerah yang paling senior. Karena sebagai pelaksana tugas 
dan tanggung jawab di Pemerintab Kabupaten Sukamara. Sementara 
dalarn kesempatan yang lain, penulis juga melakukan wawancara 
deogan ioformao lain yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan 
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Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Sukamara; 
"lmplementasi Kebiiakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebenamya dalam proses 
pengawasan harus dilaksanakan dengan penub tanggung jawab. Selama 
ini pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan bail<, karena banyak 
toleransi yang diberikan atasan atau pimpinan langsung kepada 
bawahan. Salah satu bentuk pengawasan yang perlu ditingkatkan adalah 
dalam bentuk pengawasan jam masuk dan pulang kerja. Ditemukan 
beberapa Pegawai Negeri sipil yang datang terlambat, tennasuk juga 
diberbagai sekolab. Jadi yang dikuatirkan adalab dapat mengurangi 
basil kerja yang kurang baik dan mengurangi proses belajar mengajar." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 12 September 2018). 
Sementara yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayab I 
dalam wawancara babwa pengawasan untuk jam masuk dan pulang kerja 
belum bisa dilaksanakan secara togas. Karena atasan masih memberikan 
toleransi karena banyak sekali bawahan yang izin melalui telepon maupun 
masuk terlambat dengan alasan karena ada keperluan. 
Sehingga toleransi masih bisa diberikan jika pegawai tersebut tidak 
sering izin terlambat. Tapi banyak pegawai yang memanfaatkan toleransi 
dari atasan dan disalabgunakan sehingga banyak yang masuk kantor 
terlambat. Sehingga banyak kecemburuan diantara bawahan. Maka untuk 
mengantisipasi hal tersebut atasan langsung perlu mengetahui dimana 
pegawai tersebut izin terlambat dan dalam izin terlarnbat perlu ada 
pembatasan agar setiap hari bawahan tidak meminta izin terlambat. Sesuai 
wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayab I lnspektorat Kabupaten 
Sukamara, babwa ; 
"Proses pengawasan yang dilakukan pimpinan atau atasan langung kepada 
bawahan belum bisa dilaksanakan secara tegas. Karena selama ini masih 
banyak bawahan yang meminta izin kepada atasan langsung babwa ada 
keperluan mendadak sehingga masuk kekantor sering terlambat. Babkan 
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ada juga sampai tidak masuk kerja sehingga akan menimbulkan 
kecemburuan diantara pegawai yang lain. Untuk itu ketika atasan langsung 
memberikan izin kepada bawahannya harus mengetahui kemana bawahan 
tersebut izin terlambat. Maka atasan langsung dapat menjawab jika suatu 
saat ditanyakan kepada Kepala Saluan Organisasi Perangkat Daerah 
(SOPD) sebagai pimpinan tertinggi di SOPD Pemerintah Kabupaten 
Sukamara 11 
(Wawancara pada hari Kamis tanggal 13 September 2018). 
Sementara itu menurut Kepala Sub Bidang Mutasi, Data, dan 
Informasi Pada Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Negara 
Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Sukarnara bahwa pengawasan 
merupakan tugas wajib setiap atasan, karena atasan mempunyai kewajiban 
membina langsung bawahan dengan melakukan pengawasan secara 
melekat. Untuk mengetahui kebiasaan atau perilaku dari bawahan maka 
yang mengawasi adalah atasan langsung tidak mungkin orang lain. Maka 
dari itu perlu adanya tekanan dari pimpinan yaitu Kepala Saluan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pimpinan tertinggi di 
masing - masing SOPD agar menginstruksikan selurub Aparat Sipil 
Negara (ASN) yang ada di Lingkup Kabupaten Sukarnara untuk 
melakukan pengawasan melekat. 
Agar Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya dapat dikontrol 
dan diawasi, sehingga tingkat disiplin pegawai yang ada di masing-masing 
tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan di Pemerintah Kabupaten 
Sukarnara 
"Pengawasan merupakan tugas wajib setiap atasan, karena atasan 
mempunyai kewajiban membina langsung bawahan dengan melakukan 
pengawasan secara melekat. Untuk mengetahui kebiasaan atau perilaku 
dari bawaban maka yang mengawasi adalah atasan. Maka dari itu perlu 
adanya tekanan atau perintah dari pimpinan yaitu Kepala Saluan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pimpinan tertinggi agar 
menginstruksikan selurub pejabat yang ada untuk melakukan pengawasan 
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melekat guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah 
Kabupaten Sukamara." 
(Wawam:ara pada hari Kamis tanggal 13 September 2018). 
Pengawasan melekat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab 
dari seluruh pejabat yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukamara. Sebagai 
seorang pejabat atau pimpinan jika mempunyai bawaban yang tidak 
disiplin maka yang akan mendapat teguran langsung dari pimpinan adalab 
atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan 
disiplin. Maka sebagai seorang atasan barus melakukan pengawasan 
melekat secara terus menerus untuk menghindari meminimalisir tindakan~ 
tindakan disiplin melanggar aturan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil 
yang ada dibawabnya. Sehingga dapat menjaga harkat dan martabat dari 
Pegawai Negeri Sipil tersebut dan secara tidak langsung dapat menjaga 
narna baik dari atasan langsung dan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil 
tersebut bekerja. 
Sementara dalarn kesempatan yang lain, penulis juga melakukan 
wawancara dengan infonnan lain yaitu Sekretaris Badan Kepegawaian 
Daerab sekaligus sebagai Pit. Kepala Badan Kepegawaian Daerab 
Kabupaten Sukamara, babwa ; 
"Sebagai seorang atasan atau pimpinan pengawasan terhadap bawaban 
adalab tugas wajib yang perlu diperhatikan. Karena atasan merupakan 
penanggungjawab langsung dari bawahan. Jika bawaban melakukan 
tindakan disiplin maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi harkat 
dan martabat dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
tindakan disiplin." 
(Wawancara pada hari Karnis tanggal 13 September 2018). 
Sedangl<afi mentirtit Kepala Bidartg Muwi dan Penilalan Kifierja 
Aparatur Badan Kepegawaian Daerab Kabupaten Sukamara, adanya 
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pengawasan untuk menciptakan kedisiplinan. Dalam wawancara yang 
dilakukan penulis dengan infonnan adalah sebagai berikut ; 
"Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung harus didukung oleh 
bawahan. Atasan tidak mungkin mengawasi tanpa adanya bawahan. 
Bawahan yang disiplin akan membantu pelaksanaan kinerja dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan bawahan yang 
disiplln akan menciptakan kondisi kerja yang baik" 
(Wawancara pada hari Kamis tanggal 13 September 2018). 
Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung harus didukung 
secara penuh oleh bawahan. Karena bawahan adalah pegawai utama 
sebagai pelayan masyarakat. Maka dengan adanya pengawasan untuk 
meningkatkan disiplin akan membantu kinerja bawahan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Pengawasan melekat terhadap setiap Pegawai Negeri sipil yang ada 
di Pemerintah Kabupaten Sukamara sangat diperlukan. Terutarna 
pengawasan dalam tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil demi 
terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dari basil 
wawancara ha! yang perlu digaris bawah adalah pimpinan atau atasan 
langsung harus serius dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pengawasan terhadap bawahan. Untuk meningkatkan disiplin bawahan 
perlu adanya tekanan agar pegawai tersebut dapat mentaati peraturan yang 
berlaku. 
T etapi ha! yang tidak kalah penting dari sebuah proses pengawasan 
adalah kesadaran Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan yang berlaku. 
Sehingga jika Pegawai Negeri Sipil sadar akan tindakan yang 
dilakukannya salah maka pengawasan tidak perlu dilakukan. Jika tidak 
bisa maka perlu tindakan yang lebih serius untuk pengawasan, dengan 
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adanya penurunan kedisiplinan pada staf yang ada dibawahnya, maka 
Sekertaris maupun Kepala Bidang dan Kasi berhak merekomendasikan 
atau melakukan pembinaan secara langsung. 
Tetapi jika masih sulit untuk dilakukan pembinaan secara langsung, 
maka Sekertaris maupun Kepala Bidang dan Kasi dapat melaporkan 
tingkah laku atau sikap stafuya kepada Bupati Sukamara melalui atasan 
langsung untuk diadakan pembinaan ditingkat lebih tinggi. Pembinaan 
dilakukan melalui yang berupa surat teguran secara lisan maupun secara 
tertulis melalui rekomendasi dari Kepala Bidang dan Kasi. 
Sebelum atasan atau pejabat yang berwenang mengadakan 
pemeriksaan terbadap pegawai yang melanggar disiplin, maka prosedur 
pemanggilan barus dijalankan terlebih dahulu. Dalarn hal ini pemanggilan 
adalah hal yang penting dalarn melaksanakan kebijakan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dan yang perlu diperhatikan sebelurn melakukan pemanggilan 
adalah mempelajari syarat-syarat melakukan pemanggilan. 
Pemanggilan pegawai sepatutnya dilaksanakan secara diam-diam, 
untuk menghargai pegawai yang bersangkutan agar tidak diketahui oleh 
pegawai yang lain. !tu dilakukan agar pegawai tersebut tidak berfikiran 
negatif bahwa dalarn pemanggilan tersebut sebagai bagian dari proses 
pembinaan pegawai. Sehingga Pegawai Negeri sipil diharapkan 
menghadiri pemanggilan oleh atasan langsung dan tidak menunda sampai 
batas waktuyang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat pemanggilan 
diterbitkan atau bahkan tidak menghadiri pemanggilan. Dalam kesempatan 
yang sarna, penulis melakukan wawancara dengan informan lain yaitu ; 
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Kepala Sub Bidang Mutasi, Data dan lnfonnasi pada Bidang Mutasi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sukamara, bahwa ; 
"Pemanggilan Pegawai Negeri sipil yang melanggar disiplin harus 
dilakukan secara ctiam-ctiarn agar pegawai yang lain tidak mengetahui 
pemanggilan tersebut. Secara diam-diam dilakukan agar mengbonnati 
pegawai yang bersangkutan serta dapat menimbulkan pikiran positif 
bahwa pemanggilan adalah bagian dari proses pembinaan. Pemanggilan 
yang clilakukan oleh atasan langsung harus dihadiri langsung oleh Pegawai 
Negeri Sipil dan tidak boleh melebihi batas waktu yang clitentukan yaitu 7 
(tujuh) hari setelah surat pemanggilan diterbitkan." 
(WaWllficara pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018). 
Lebih lanjut clitambahkan pula oleh beliau pada kesempatan yang 
berbeda: 
"Proses pelaksanaan pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 
disiplin harus clilakukan secara prosedural sesuai dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar tidak terjacli penyelewengan. 
Selain itu juga atasan langsung harus memberikan keterangan yang jelas 
dalam proses pemanggilan. Pemanggilan secara diam-diam atau secara 
tertutup mernang harus dilakukan karena untuk mengbonnati Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak merasa 
adanya perbedaan dalarn proses pembinaan kepegawaian. Jika pegawai 
Negeri Sipil yang tidak mengbacliri atau melalaikan pemanggilan maka 
harus segera ditiildak tegas agar mernbetikan efek jera kepada pegawai 
tersebut agar tidak mengulangi perbuatan dan segera mengbacliri 
pemanggilan yang dilakukan oleh atasan." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 4 September 2018). 
Pernyataan yang disarnpaikan ctiatas bahwa proses pelaksanaan 
pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin harus 
dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 agar tidak terjadi penyelewengan. Sesudah itu 
atasan langsung harus memberikan keterangan yang jelas dalarn proses 
pemanggilan. 
Proses Pemanggilan Secara tertutup memang harus dilakukan 
karena untuk menghormati Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
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pelanggaran disiplin agar tidak merasa adanya perbedaan dalam proses 
pembinaan kepegawaian. Jika memang Pegawai Ncgeri Sipil tersebut tidak 
mengbadiri atau melalaikan pemanggilan yang dilakukan oleh atasan 
langsung maka harus segera diitindak tegas agar bisa memberikau 
peringatan keras kepada pegawai tersebut danjuga seluruh Pegawai Negeri 
Sipil di Pemerintah Kabupaten Sukamara agar tidak mengulangi perbuatan 
serta menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh atasan. Karena 
pemanggilan tersebut hanyalah untuk mengklarifikasi tindakan yang 
dilakukan oleh pegawai yang melanggar disiplin. 
Sedangkan menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam 
wawancara yaitu ; 
"Proses pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang melauggar disiplin itu 
seharusnya dilakukan oleh atasan langsung di tiap-tiap seksi karena yang 
mengetahui sikap dan perilaku bawahan adalah atasan Jangsung pegawai 
yang bersangkutan." 
(Wawaucara pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018) 
Hasil wawaucara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan 
kunci mengenai pengawasan serta pemanggilan kepada pegawai yang 
dianggap tidak disiplin, dimana seluruh informan mengatakan bahwa 
pengawasan melekat sangat penting dilakukan terhadap seluruh pegawai di 
setiap SOPD dan begitu juga proses pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang 
melanggar sebaiknya dilakukan oleh atasan langsung dan pemanggilan secara 
diam-diam atau secara tertutup memang harus dilakukan karena untuk 
menghormati Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar 
tidak merasa adanya perbedaan dalam proses pembinaan kepegawaian. 
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3. Disposisi atau Sikap 
Disposisi berupa dukungan dan sikap para pejabat dan pimpinan 
sangat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan penegakan 
disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Snkamara untnk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 
Konsistensi di tingkat Pejabat dan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat 
Daerab (SOPD) Kabupaten Snkamara dalarn mengimplementasikan 
kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Snkarnara, sebagai upaya untnk 
peningkatan mutu pelayanan umum kepada ma~yarakat. Peningkatan 
mutu pelayanan harus didnkung dengan peningkatan disiplin, ketaatan, dan 
kepedulian terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku melalui pembinaan dan pengawasan kepada seluruh aparatur. 
Untnk meningkatkan disiplin pegawai, pejabat atau pimpinan di tingkat 
SOPD Kabupaten Snkarnara lebih serius dalarn melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur di lingkungan kerja masing-
masing yaitu melalui absen elektronik dan petunjnk-petunjnk kerja 
lainnya Pimpinan atau atasan langsung personil pegawai selaku pelaksana 
implernentasi kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Snkamara harus tanggap dan 
tegas dalarn mengimplementasikannya. 
Sebelum atasan atau pejabat yang berwenang menjatuhkan 
hnkuman terhadap pegawai yang melanggar disiplin, maka prosedur 
pemanggilan dan pemeriksaan harus dijalankan terlebih dabulu. Dalarn ha! 
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Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan ha! yang perlu diperhatikan 
adalah pejabat yang memeriksa tidak boleh ada unsur keluarga dari 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Jika dalam 
pemeriksaan ada unsur keluarga maka akan terjadi toleransi kepada 
pegawai tersebut. Untuk menghindari ha! yang demikian maka perlu 
adanya pergantian pejabat yang memeriksa untuk melaksanakan proses 
pemeriksaan. Selain itu dalam proses pemeriksaan juga dilakukan deogan 
tertutup untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif. Dalam proses 
pemeriksaan yang secara tertutup dihadiri dan diketahui oleh atasan 
langsung dan pejabat yang berkepentingan serta Pegawai Negeri Sipil yang 
diperiksa. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sukamara, bahwa; 
"Yang paling penting dari proses pemeriksaan adalah Kedudukan pejabat 
atau atasan langsung tidak boleh lebih tioggi dari Pegawai Negeri sipil 
yang melakukan pelanggaran. serta dalam proses pemeriksaan Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran wajib menjawab sernua 
pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa. Karena dengan jawaban dari 
pegawai tersebut yang akan menjadikan bukti apakah pegawai tersebut 
melakukan tindakan Pelanggaran disiplin atau tidak." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Sebagaimana yang disampaikan diatas bahwa pejabat yang 
melakukan proses pemeriksaan tidak boleh mempunyai kedudukan lebih 
rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Sehingga dengan kedudukan yang lebih tinggi maka pejabat pemeriksa 
tidak ragu dalam mengajukan pertanyaan untuk proses pemeriksaan. Dan 
pegawai yang melanggar disiplin wajib menjawab semua pertanyaan yang 
diberikan oleh pejabat pemeriksa. Karena pertanyaan yang diajukan oleh 
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tiin pemeriksa adalah untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Pegawai 
Negeri Sipil tersebut dalam melakukan tindakan pelanggaran disiplin. 
Sebagai pemeriksa tidak boleh melakukan pemaksaan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk mengakui perbuatannya serta 
dalam melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan etika sehingga dalam 
proses pemeriksaan tidak merendahkan martabat/harga diri Pegawai 
Negeri Sipil dengan cara mengancam, membentak atau cara lain kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Serta pejabat pemeriksa harus 
memberikan kebebasan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dalam 
mengemukakan pendapatnya sehingga dapat memberikan keterangan yang 
sebenar-benamya sesuai dengan kenyataan yang dilakukan. Selain itu 
dalam pelaksanaan pemeriksaan hal yang tidak boleh dilakukan oleh tiin 
pemeriksa atau pejabat pemeriksa adalah tidak boleh memberikan nasihat 
atau saran-saran yang memberatkan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. 
Sementara dalam kesempatan yang lain, penulis juga melakukan 
wawancara dengan infonnan lain, yaitu Berdasarkan basil wawancara 
menurut keterangan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Sukamara bahwa; 
"Pelak.'lanaan pemeriksaan hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah 
Melakukan pemak.'laan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa 
untuk mengakui perbuatanya. Merendahkan martabat/harga diri 
Pegawai Negeri Sipil dengan cara mengancam, membentak atau cara 
lain kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Pejabat pemeriksa 
memberikan kebebasan pada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa 
dalam mengemukakan pendapat serta pejabat pemeriksa adalah tidak 
boleh memberikan nasihat atau Saran-Saran yang memberatkan 
Pegawai Negeri Sipil yang diperikSa". 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
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Dalam proses pemeriksaan, pejabat pemeriksa dapat meminta 
keterangan pejabat pemeriksa dapat meminta keterangan dari 
orang/pihak lain yang mengetahui terjadinya pelanggaran guna 
menjamin obyektifitas pemeriksaan. Sehingga basil dari pemeriksaan 
dapat menjamin kepastian hukum tentang orang yang melakukan 
pelanggaran, waktu dan tempat serta bagaimana pelanggaran itu terjadi, 
akibat ataupun latar belakangnya. Jika dalam proses pemeriksaan 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin 
mempersulit proses pemeriksaan, maka pejabat pemeriksa harus 
melaporkan kepada pejabat yang berwenang menghulrum beserta Berita 
Acara Pemeriksaan yang telah disusun. Berdasarkan basil wawancara 
menurut keterangan lnspektur Pembantu Wilayah I lnspektur 
Kabupaten Sukarnara, yaitu : 
"Dalarn proses pemeriksaan, Pejabat pemeriksa dapat meminta 
keterangan dari orang/pihak lain yang mengetahui terjadinya 
pelanggaran guna menjamin obyektifitas pemeriksaan. Sehingga basil 
pemeriksaan harus dapat menjarnin kepastian hulrum tentang orang yg 
melakukan pelanggaran, waktu dan tempat serta bagaimana 
pelanggaran itu terjadi, akibat ataupun latar belakangnya Bagi Pegawai 
Negerl Slpll yang mempersullt pemeriksaan, pemeriksa 
wajibmelaporkan kepada pejabat yang berwenang menghulrum berikut 
BAP yang telah disusun." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Dalam proses pemeriksaan terlebih dahulu harus mengetahui 
dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai 
pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan. Pemerikasaan dilakukan secara tertutup yaitu 
dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin dan pemeriksa adalah atasan langsung. Dalam kesempatau yang 
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lain, penulis juga melakukan wawancara dengan infonnan lain, yaitu 
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah sekalis sebagai Pit. Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara, bahwa ; 
"Proses Pemeriksaan tidak jauh berbeda dengan proses pemanggilan 
karena dalam pelaksanaanya harus dilakukan secara tertutup dihadiri 
oleh pegawai Negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 
dan pemeriksa adalah atasan langsung demi menjaga kehormatan 
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin agar tidakterkucilkan dari 
pegawai yang lain" 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Ttijllllfi dari pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan 
pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mendorong dan menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan 
pelanggaran. Pegawai Negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplin menjadi 
kewenangan pejabat Pembina kepegawaian dan Pegawai Negeri sipil 
yang pemeriksaannya meojadi kewenangan atasan langsoog. 
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Pimpinan yang 
berwenang sebagai pemetiksa tidak boleh berpangkat atau memangku 
jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. 
Berdasarkan basil wawancara menurut keterangan Kepala Sub Bidang 
Peuilaiandan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Bidang Mutasi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabuapten 
Sukarnara, bahwa; 
"Tujuan pemeriksaan adalah notuk mengetahui apakah Pegawai Negeri 
sipil benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menyebabkan Pegawai 
Negeri Sipil tersebut melakukan pelaoggaran. Pegawai Negeri Sipil 
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yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka penjatuhan 
hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian, 
dan Pegawai Negeri sipil yang pemeriksaannya menjadi kewenangan 
atasan langsung, pimpinan yang berwenang sebagai pemeriksa tidak 
boleh herpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari 
Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Sedallgkal! menurut Kepala Bldang Pengadaan, Promos! dan 
Pengemhangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara, 
bahwa ; Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan 
pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan 
oleh atasan langsung. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa itu 
tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap 
mengakui pelanggaran disiplin yang ditudukan kepadanya. Hasil 
pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa mempersulit 
pemeriksaaan, maka ha! itu tidak menjadi bambatan untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. apabila 
menurut basil pemeriksaan, temyata kewenangan untuk menjatuhkan 
disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan kewenangan 
atasan langsung. 
"Dalam pemeriksaan disiplin yang diajukan oleh atasan langsung 
berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
melanggar wajib menjawab segala apa yang ditanyakan. Jika Pegawai 
Negeri Sipil yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka 
Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap mengakui pelanggaran disiplin 
yang dituduhkan kepadanya." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 September 2018). 
dengan informan lain, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat 
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Kabupaten Sukamara, jika ticlak bisa melakukan pembinaan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar maka pejabat atasan langsung 
wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaaan 
kepada pimpinan yang ada diatasnya untuk dilakukan pembinaan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin. Jilca diperlukan 
untuk mendapatkan keteraogao yang lebih lengkap dao dalarn upaya 
menjarnin obyektifitas dalarn pemeriksaan, atasao langsung yang 
berwenang menghukum dapat meminta keteraogan dari orang lain yang 
mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar. 
Sesuai dengan wawancara sebagai berikut ; 
"Prosedur pemeriksaan adalah salah satu yang terpentiog dari proses 
kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Proses pemeriksaan dilakukan 
dengan cara tertutup yaitu atasao langsuog adalah sebagai pemeriksa 
jika ticlak ada atasan langsung maka yang berwenang menjadi 
pemeriksa adalah hierarki yang ada diatasnya. Misal jilca saya sebagai 
Kepala Bidaog ticlak ada maka yang berhak menjadi pemeriksa adalah 
atasao saya yaitu Sekertaris BKD Kabupaten Sukarnara. Dan jika 
Kepala Bidaog yang melanggar disiplin diduga pelangaaran berat maka 
Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibebas tugaskan sementara dari 
tu gas jabatannya uotuk memperlaocar proses pemeriksaan." 
(Wawaocara padahari Senin tanggal 10 September 2018). 
Dari pernyataao diatas sudah jelas bahwa dalam proses 
pemeriksaan adalah atasao langsuog dao pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Jilca memaog pejabat yang menjadi atasan 
langsuog tidak ada maka yang melakukan pemeriksaao adalah struktur 
hierarki yang ada diatasoya. Dan untuk memperlancar pemeriksaan, jika 
memang diperlukan ketika Pegawai Negeri Sipil yang cliduga 
melakukan pelanggaran disiplin dao kemungkinan akan dijatuhi 
bukuman clisiplin tiogkat berat dapat dibebaskao sementara dari tugas 
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jabatannya oleh atasan langsung semenjak yang bersangkutan diperiksa 
sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin. 
Sedangkan menurut Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 
Pemberhentian pada Bidang Pengadaan, Promosi dan Pengembangan 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara proses pemeriksaan 
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan 
jika memang dalam pemanggilan tidak mengubab perilaku dan sikap 
dari Pegawai Negeri Sipil, Jika pegawai tersebut barubab kearah yang 
lebih baik, maka proses pemeriksaan tidak perlu dillakukan. Mungkin 
atasan langsung sebagai pejabat yang membawahi pegawai tersehut 
lebih memperhatikan dan memberikan arahan agar meningkatkan 
kedisiplinan. Sesuai dengan wawancara sebagai berikut : 
"Proses pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pemeriksaan dilakukan jika memang dalam pemanggilan tidak 
mengubab perilaku dan sikap dari Pegawai Negeri Sipil. Jika pegawai 
tersebut berubah kearah yang lebih baik, maka proses pemeriksaan 
tidak perlu dilakukan. Mungkin atasan langsung sebagai pejabat yang 
membawahi pegawai tersebut lebih memberikan araban agar 
meningkatkan kedisiplinan." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal IO September 2018). 
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan 
mengenai pemeriksaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, 
hampir semua responden mengatakan babwa Prosedur pemeriksaan 
adalab salab satu yang terpenting dari proses kebijakan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintab Nomor 53 Tabun 2010. 
Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup yaitu atasan 
langsung adalab sebagai pemeriksa jika tidak ada atasan langsung maka 
yang berwenang menjadi pemeriksa adalab hierarki yang ada diatasnya. 
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4. Struktur Birokrasi 
Struktur Birokrasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh 
terhadap implementasi kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. 
Karena dalam mengimplementasikannya meskipun sumber daya 
manusia sudah memenuhi dan para pelaksana implementasi telah 
mengetahui dan menguasai bagaimana cara mengimplementasikannya, 
tetapi implementasi kebijakan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil 
Negara {ASN) tersebut belum efektif jika struktur birokrasinya tidak 
efesien. 
Penjatuhan Hukuman pada dasamya adalah bersifat pembinaan 
yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkunm mempunyai 
sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri 
pada masa yang akan datang. Berdasarkan basil wawancara menurut 
keterangan Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur 
Badan Kepegawaian Daerah Kabuapten Sukamara, bahwa; 
"Sebelum menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat 
yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan saksama 
laporan basil pemeriksaan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin hams 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan hams dapat 
diterima dertgan tasa keadilan." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 September 2018). 
Sebeium penjatuhan hukuman, atasan langsung dari Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran wajib mempelajari dengan 
teliti basil daripemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-
faktor yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan 
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pelanggaran. Karena dalarn menentukan hukuman disiplin harus 
berdasarkan faktor, itu dilihat dari pelanggaran yang dilakukan tetapi bisa 
berbeda penjatuhan hukuman. 
Maka atasan langsung dari Pegawai Negeri tersebut harus 
mengetahui dengan pasti apa penyebab pelanggaran tersebut dan untuk 
rnengetahuinya yaitu dengan pemeriksaan. Selain itu dalarn penjatuhan 
hukuman disiplin harus melihat beberapa pertimbangan, apakah pegawai 
yang melakukan pelanggaran disengaja atau tidak, sehingga akan 
mempengaruhi jenis hukunum yang diberikan. 
Penulis melalui wawancara juga menanyak:an hal yang sama 
kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Sukamara, bahwa; 
"Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya adalah sebuah pembinaan 
untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran agar bisa 
memperbaiki perilaku dan sikap di masa mendatang. Hukunum disiplin 
diberikan kepada pegawai yang telah terbukti bersalah melakukan 
pelanggaran. Sebagai seorang pimpinan atau atasan langsung yang 
mempunyai kewenangan dalaru penjatuhan hukunum disiplin harus teliti 
dalam menghukum pegawai yang melanggar. Karena dalam 
pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan, jika dalam perbuatan yang 
sama tetapi berbeda alasan maka hukuman dislplin juga akan berbeda. 
Atasan langsung harus tegas dalam memberikan hukunum disiplin." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 September 2018). 
Pemyataan diatas sudah jelas bahwa pejabat yang berwenang 
menghukum wajib dan tegas dalam menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, 
sedangkan jika pejabat yaug berwenang menghukum tidak menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukunum disiplin oleh 
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atasannya. Berdasarkan basil wawancara menurut keterangan Kepala 
Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian 
Daerah Kabuapten Sukamara, bahwa; 
"Jika pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman 
disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 
disiplin, maka pejahat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya 
yang lebih tinggi. Dan hukumanya sarna dengan jenis hukuman disiplin 
yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2018). 
Hukuman disiplin sarna dengan jenis hukuman disiplin yang 
seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Atasan juga menjatuhkan hukuman disiplin 
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka 
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjacli kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi. Dalarn kesempatan yang lain, penulis juga melakukan 
wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur pada Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara memberikan keterangan, 
bahwa; 
"Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan basil pemeriksaan temyata 
melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat 
dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
pemah dijatuhi hukuman disiplin yang kemuclian melakukan pelanggaran 
disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang 
lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pemah dijatuhkan 
kepadanya." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2018). 
Dari pemyataan di atas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 lebih mengedepankan pembinaan bagi pegawai 
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yang baru melanggar disiplin meskipun melakukan beberapa 
pclanggaran. T eta pi pcraturru1 tcrsebut menjatuhk.an hukuman lebih berat 
kepada Pegawai Negeri sipil yang tclab melakukan pelanggaran kedua 
kalinya, meskipun pelanggaran yang dilakukan lebih ringan dari 
hukuman yang seharusnya. 
Sementara menurut Kepala Bidang Pengadaan, Promosi dan 
Pengembangan Badan Kepegawaian Daerab Kabupaten Sukamara, 
Penjatuhan hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 
jangan sarnpai dalarn penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan. Karena akan mengakibatkan kesenjangan 
pada tiap-tiap pegawai. Meskipun pegawai tersebut sudab sering 
mengalami hukuman tapi jika pelanggaran yang dilakukan ringan maka 
harus dijatuhi hukuman ringan jangan sampai dihukum sedang atau 
sebaliknya jika ada pegawai yang melanggar disiplin hukuman sedang, 
j angan dihukum dengan hukuman ringan. 
"Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin harus sertai dengan 
pelanggaran yang dilakukan. Karena jika tidak sesuai dengan yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut maka akan terjadi kesenjangan antar 
pegawai sehingga akan mengakibatkan lingkungan kerja tidak harmonis." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2018). 
Proses penjatuhan hukuman disiplin tidak boleh adanya 
diskriminasi dari atasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran. Karena dengan adanya diskriminasi maka hubungan antar 
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak akan 
kondusif dan mempengaruhi perilaku dan sikap dari masing-masing 
pegawai. Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Bidang 
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Pengadaan, Promosi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sukamara, bahwa ; 
"Proses penjatuhan hukuman disiplin tidak boleh adanya diskriminasi 
dari atasan pada Pegawai Negeri Sipil yang melslmkan pelanggaran. 
Karena dengan adanya diskriminasi maka hubungan antar pegawai 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak akan kondusif dan 
mempengaruhi perllllku dan sikap dart masing-maslng pegawai." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 12 September 2018). 
Setelah proses penjatuhan hukuman yang tidak kalah penting 
adalah proses yangb terakhir yaitu proses penyampaian keputusan. Pada 
prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri 
oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan surat keputusan. 
Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk 
hadir menerima keputusan hukuman disiplin. Penyampaian keputusan 
hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang 
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat 
instansi terkait. Karena dalam proses penyampaian hukuman harus 
Pegawai Negeri Sipil tersebut yang menerima, karena penyampaian 
secara tertutup dibuat agar menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri 
Sipil yang melllkukan pelanggaran. 
Dalarn penyampaian hukuman, apabila tempat kedudukan 
pejabat yang berwenang menghukum dan tempat Pegawai Negeri Sipil 
yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang 
menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan 
keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat 
atau jabatannya dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai 
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Negeri Sipil yang bersangkutan. Sesuai dengan apa yang disampaikan 
oleh lnspektur Pembantu Wilayah I Jnspektorat Kabupaten Sukamara 
melalui wawancara, yaitu bahwa ; 
"Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk 
menerima keputusan hukuman disiplin pada waktu dan tempat yang 
ditentukan. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara langsung 
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang dijatuhi hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman 
disiplin tersebut dapat dihadiri pejabat Iain, dengan ketentuan babwa 
pangkat dan jabatan pegawai yang hadir tidak boleh lebih rendah dari 
pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 
diSiplin." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paiing 
lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan. Apabila 
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada 
saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman 
disiplin dikirim kepada instansi yang bersangkutan melalui alamat 
terakhir yang diketahui dan tercatat diinstansinya 
Pada kesempatan yang lain penulis juga menanyakan hal yang 
sama kepada Pit. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sukamara, beliau memberikan keterangan bahwa ; 
"Penyampaian keputusan hukuman dilakukan secara tertutup dan 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang langsung menghukum. 
Penyampaian keputusan hukuman disiplin juga dapat ditembuskan atau 
disampaikan kepada instansi terkait apabila Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan berhalangan hadir. Selain itu tempat yang berjauhan juga 
bisa menjadi kendala dalam penyampaian hukuman disiplin. 
Penyampaian keputusan hukuman hotus disrunpaikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang melanggar paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak 
tanggal ditetapkan." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
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Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala 
Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sukamara, bahwa ; 
"Proses penyampaian keputusan hukuman disiplin pada prinsipnya 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum". 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 September 2018). 
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 
mengenai penyampaian keputusan terhadap pegawai yang melanggar 
disiplin dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi 
hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin 
pada waktu dan ternpat yang ditentukan. Keputusan hukuman disiplin 
disampaikan secara langsung oleh pejabat yang berwenang menghukum 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin. 
Dari basil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa 
informan kunci dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman dan 
penyampaian keputusan disiplin pada prinsipnya adalah sebuah 
pembinaan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelangganm 
agar bisa mernperbaiki perilaku dan sikap di masa mendatang. 
2). Faktor-Faktor Yang mempengaruhl Implementasi Kebijakan 
Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara 
Dari basil penelitian dan analisis data pada subbab diatas, dapat 
diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi 
Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara(ASN) Di 
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sukamara, adalah : 
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I) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin 
Kerja Aparatur Sipil Negara(ASN) Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara : 
a. Kesungguban Pejabat atau Pimpinan Satuan Organisasi 
Perangkat Daerab (SOPD) Kabupaten Sukamara dalam 
mengimplementasikan kebijakan penegakan disiplin kerja 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara. 
b. Pejabat atau pimpinan di tingkat Satuan Organisasi Perangkat 
Daerab (SOPD) Kabupaten Sukamara lebih serius dalam 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin kerja 
aparatur di lingkungan kerja masing-masing yaitu melalui absen 
elektronik dan petunjnk-petunjnk kerja lainnya. 
2) Faktor pengbambat Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin 
Kerja Aparatur Sipil Negara(ASN) Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara : 
a. Rendalmya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dilingkungan Pemeintah Kabupaten Sukamara terhadap 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai. Kondisi yang demikian 
tentunya menjadi kurang efektif dan efesiennya implementator 
dalam melaksanakan implementasi. 
b. Belum optimalnya pengawasan disiplin pegawai yang dilaknkan 
oleh atasan langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
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53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai sebagai penunjang 
dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin 
Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara. 
C. Pembahasan 
Dari basil penelitian mengenai Implementasi Penegakan Disiplin 
Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukamara sudah berjalan cukup baik dan penegakan hukumnya sudah sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini 
berdasarkan basil wawancara dengan beberapa infonnan kunci yang 
mengatakan bahwa Kebijakan Disiplin Pegawai Negerl Sipil berdasarkan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat berjalan dengan 
baik tanpa adanya dukungan para atasan langsung dari staf di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu para Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Dalarn penegakan disiplin terhadap ASN di Kabupaten Sukamara 
perlunya pengawasan langsung oleh pimpinan di masing-masing SOPD, 
narnun demikian meskipun pengawasan sudah dilakukan akan tetapi dalarn 
hal ketegasan dari bentuk pengawasan tersebut masih kurang berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. hal ini terbukti dari basil wawancara yang 
dilakukan terhadap informan yang mengatakan bahwa dalarn hal 
pengawasan disiplin ASN masih banyak toleransi yang diberlkan terhadap 
para pegawai, sehingga hal demikian tidak sejalan dengan PP 53 Tahun 
2010 dimana dalam ketetuan umumnya PP 53 Tahun 2010 menyebutkan 
bahwa dalarn rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan 
bennoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-
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prinsip kepemerintahan yang bail< (good governance), maka PNS sebagai 
unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, 
transparan, dan akuntabel dalam melakaanakan tugas, sebagaimana 
disebutkan dalam pasa 3 angka 14 meugatakan bahawa yang dimaksud 
dengan "memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat" adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam PP 53 Tahun 2010 selain pengawasan terhadap ASN, 
prosedur kebijakan untuk menerapkan clisiplin pegawai juga dilakukan 
pemangilan terhadap para pegawai yang melanggar aturan dan ketentuan 
clisiplin yang sudah disepakati, berdasarkan basil penelitian yang dilakukan 
bahwa prosedur pemanggilan ini clilakukan terhadap pegawai yang cliduga 
melakukan pelanggaran clisiplin melalui pemanggilan secara tertulis untuk 
selanjumya clilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Namun sebelum 
prosedur pemanggilan secara tertulis clilakukan atasan terlebih dahulu 
melakukan pendekatan secara arif dan bijaksana, akan tetapi jika dalarn 
pendekatan tersebut tidak merubah pegawai tersebut maka atasan berhak 
untuk melakukan teguran secara tertulis. Sebagaimana dalarn pasal 7 ayat 2 
hurup b menyebutkan bahwa Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis 
dinyatakan dan clisampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang 
menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran. 
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Setelah dilakukan pemanggilan terhadap pegawai yang melanggar 
disiplin selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, dimana prosedur ini 
merupakan ha! yang sangat penting dalarn penerapan penjatuhan hukuman 
terhadap pegawai yang melanggar aturan kedisiplinan yang sudah diatur di 
dalarn PP 53 tahun 20 IO tentang disiplin pegawai. Berdasarkan basil 
penelitin yang dilakukan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai 
yang melanggar disiplin harus diperiksa oleh atasan langsung dan tidak 
boleh tinggi kedudukannya dari pemeriksa. Dalarn pemeriksaan tersebut ha! 
yang paling penting adalah bahwa tidak boleh melakukan pemaksaan 
kepada pegawai yang diperiksa untuk mengakui perbuatannya serta dalarn 
melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan etika sehingga dalarn proses 
pemeriksaan tidak boleh merendahkan martabat/harga diri pegawai dengan 
cara mengancarn, mernbentak atau cara lain kepada pegawai yang diperiksa. 
Setelah semua tahapan prosedur dilaksanakan maka langkah 
terakhir yang dilakukan dalarn penerapan disiplin pegawai adalah 
melakukan penjatuhan hukuman kepada pegawai yang dinyatakan 
melanggar aturan dan disiplin kepegawaian. Pada dasarnya penjatuhan 
hukuman ini bersifat pembinaan untuk memperbaiki sikap dan prilaku agar 
pegawai yang melanggar disiplin mempunyai sikap menyesal dan berusaha 
untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Berdasarkan basil penelitian 
mengatakan bahwa sebelurn melakukan penjatuhan bukuman kepada 
pegawai yang melanggar disiplin, atasan langsung wajib mempelajari 
dengan teliti basil dari pemeriksaan, dan memperbatikan dengan seksarna 
faktor-faktor yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan 
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pelanggaran. Berdasarkan PP 53 tahun 2010 pasal 5 menyebutkan bahwa 
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Ada berapa jenis penjatuhan 
hukuman terhadap pegawai yang melanggar disiplin berdasarkan pasal 7 
bahwa tingkat hukuman terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman 
disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman ringan tersebut 
tercliri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pemyataan tidak puas secara 
tertulis. Jenis hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala 
selama I (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selarna I (satu) tahun 
dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selarna I (satu) tahun. 
Sedangkan hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih 
rendah selarna 3 (tiga) tahun, pemindahan dalarn rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan 
hormat tidak atas pennintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak 
dengan bormat sebagai PNS. Setelah dilakukan proses penjatuhan hukuman 
maka langkah selanjutnya dalah penyarnpaian keputusan yang dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang dalarn mengbul.-wn terhadap pegawai yang 
melanggar disiplin, penyarnpaian hukuman ini disarnpaikan secara tertutup 
oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan yang 
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. 
Berdasarkan basil penelitian menyebutkan bahwa Pegawai Negeri 
Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan 
hukuman disiplin pada waktu dan tempat yang ditentukan. Keputusan 
hukuman disiplin disampaikan secara langsung oleh pejabat yang 
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berwenang mengbukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatubi 
hukuman disiplin Hal ini senada dengan apa yang tersurat dalam PP 53 
tahun 2010 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa Keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang 
berwenang menghukum atau pejabat Iain yang ditunjuk kepada PNS yang 
bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait 
dan pada ayat 3 mengatakan Penyampaian keputusan hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, dan pada ayat 4 mengatakan 
bahwa dalam hal PNS yang dijatubi hukuman disiplin tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang 
bersangkutan. 
Dalam mewujudkan pemerintahan yang balk demi tercapainya 
pelayanan prima maka perlunya komitmen Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan dan menjalankan disiplin sebagai aparatur pelayanan kepada 
publik. Berdasarkan basil penelitian mengatakan bahwa Pegawai Negeri 
Sipil sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya mempunyai komitmen 
yang tinggi baik dalam pekerjaan maupun dalam kedisiplinan. Komitmen 
disiplin para pegawai sangat penting dilaksanakan agar dapat menjalankan 
tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan. Dengan komitmen kedisiplinan 
yang dibangun para pegawai diharapkan pegawai dapat memiliki rasa 
tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap pekerjaannya sebagai pelayan 
masyarakat semakin baik sehingga tingkat kedisiplinan pegawai terutama di 
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara semakin meningkat. Selain 
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komitmen yang dibangun paran pegawai untuk meningkatkan disiplin, yang 
tidak kalah penting juga adalah sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh 
pimpinan kepada bawahan. Keteladanan kepemimpinan yang 
diperlihatkan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya, tentunya a1can 
membuat pegawai meniru perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan. 
Semakin bail< keteladanan seorang pimpinan semakin baik pula para 
pegawai mengikuti segala peraturan dan disiplin kerja yang berdarnpak 
terhadap kinerja pegawai. 
Penerapan peraturan yang tidak melihat siapa yang dikenai 
sanksi, tentunya akan memhuat pegawai untuk mematuhi peraturan yang 
ada. Semakin pegawai mengikuti peraturan yang a1can membuat tingkat 
disiplin meningkat dan tentunya akan berdarnpak pada peningkatan kinerja 
pegawai. Seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang bail< 
cenderung a1can melakukan tugas yang dibebankan dengan tepat waktu 
dan basil yang optimal. Sehingga dari sini kita dapat melihat kinerja 
seseorang karyawan dipengaruhi oleh keteladanan kepemimpinan, 
penerapan peraturan dan faktor kedisiplinan. 
Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan terhadap sikap 
keteladanan pimpinan tersebut bahwa pimpinan harus membeti contoh yang 
baik, berdisiplin bail<, jujur,adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Sikap 
pimpinan yang memberikan contoh yang baik terhadap pegawai dapat 
meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai serta dapat meningkatkan 
hubungan yang hannonis diantara semua pegawai sehingga pada akhimya 
a1can menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyarnan, hal tersebut 
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akan menjadi motivasi para pegawai dalam meningkatkan disiplin kerja 
serta semangat kerja pegawai akan semakin baik pula. Pegawai Negeri Sipil 
yang mempunyai loyalitas yang tinggi merupakan impian setiap organisasi 
pemetintahan, dan untuk menciptakan bal ten;ebut tidak hanya dinilai dari 
kualitas kerja namun lingkungan kerja yang nyaman juga akan sangat 
berpengarub terhadap kualitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik 
maka akan dapat mengbindarkan dari diskriminasi terhadap pegawai. Sebab 
jika diskriminasi ten;ebut terjadi di lingkungan kerja maka suasana kerja 
menunjukkan rasa yang tidak nyaman dan pada akhimya kedisiplinan 
pegawaipun akan semakin tidak baik, sehingga akan sangat mempengaruhi 
kinerja. Oleh sebab itu pimpinan harus bertindak adil dan tidak diskriminasi 
teritadap pegawai. 
Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa masih terdapat 
diskriminasi ditingkat pimpinan dan ha! ini dianggap masih wajar. 
Diskriminasi pada lingkungan kerja bukan bal yang baik, tetapi sesuatu 
yang wajar dan manusiawi bagi para pimpinan untuk suka pada orang-orang 
tcrtcntu, sehingga tidak mcnghcrankan bahwa disuatu organisasi salah satu 
contoh adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, bahwa masih 
ada pegawai yang tidak disiplin, selarna ini banyak pegawai yang masih 
masuk dan pulang kerja tidak tepat waktu, tidak masuk tanpa keterangan, 
bahkan ada yang berbulan-bulan tidak masuk kerja tetapi hukuman disiplin 
sesuai Peraturan Pemetintah Nonror 53 Tahun 2010 belum direalisasikan 
sehingga dapat menimbulkan kecemburuan diantara pegawai. 
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Dalarn implementasi disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentunya tidak berjalan 
semulus apa yang diharapkan, tetapi dalarn implementasi tersebut masih 
terdapat beberapa faktor yang menjadi pengharnbat diantaranya adalah 
komitmen dari pegawai, teladan pimpinan dan gaji. Dari beberapa faktor 
tersebut peneliti hanya terfokus pada teladan pimpinan sebab hal ini sangat 
berpengaruh sekali terhadap perilaku pegawai, jika pimpinan tidak 
menunjukkan disiplin kerja yang baik maka para bawahannya pun tidak 
menutup kemungkinan akan berlaku hal yang sarna, akibatnya disiplin 
pegawai pun akan semakin buruk dan pada akhimya pelayanan kepada 
masyarakat pun menjadi tidak baik pula. Sebab Teladan pimpinan yang 
baik akan memberikan contoh kepada bawahan sehingga dapat 
meningkatkan disiplin. Seorang atasan akan menjadi panutan bagi bawahan. 
Jika seorang pemimpin ingin bawahan menjadi bail< maka 
pemimpin harus berbuat yang baik jangan harap bawahan bisa baik jika 
pemimpin tidak baik. Selain faktor pengharnbat tentuny juga d faktor 
pendukung dalarn implementasi PP 53 tahunn 2010 tentang disiplin pegawai 
tersebut diantaranya adalah pengawasan yang melekat, dengan menerapkan 
pengawasan yang baik yang dilakukan oleh pimpinan kepada setiap individu 
bawahannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai sehingga 
tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dapat terwujud. 
Jadi pengawasan yang melekat ini menuntut adanya kebersamaan aktif 
antara atasan dengan bawahan dalarn mencapai tujuan pemerintah dalam 
melayani masyarakat. Dengan kebersamaan yang aktif antara atasan dengan 
128 
43718.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
bawahan ini maka terwujudlah kerja sama yang bail< dan hannonis dalam 
organisasi yang mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan yang baik 




Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
BABY 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Dari basil analisis dan basil wawancara dengan bebempa responden di 
SOPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat disimpulkan 
babwa: 
I. Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara belum 
berjalan efektif. Hal ini ditunjukan dengan belum optimalnya 
pengawasan disiplin pegawai dalam mengimplementasikan pelaksanaan 
kebijakan. sebingga perlu adanya komitmen yang tinggi sebagai 
Pegawai Negeri Sipil terbadap ketentuan-ketentuan PP Nomor 53 
Tabun 2010 Tentang Disiplin Pegawai di Kabupaten Sukamara. 
2. Faktor Pendukung dan faktor Implementasi Kebijakan Penegakan 
Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara(ASN) Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara, sebagai berikut : 
a. Faktor Pendukung 
I) Kesungguban Pejabat atau Pimpinan Satuan Organisasi 
Perangkat Daerab (SOPD) Kabupaten Sukamara dalam 
mengimplementasikan kebijakan penegakan disiplin kerja 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Iingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara. 
2) Pejabat atau pimpinan di tingkat Satuan Organisasi Perangkat 
Daerab (SOPD) Kabupaten Sukamara lebih serius dalarn 
melalrukan pembinaan dan pengawasan terbadap disiplin kerja 
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B. Saran 
aparatur di lingkungan kerja masing-masing yaitu melalui 
sistem absen elektronik digital dan petunjuk-petunjuk kerja 
lainnya. 
b. Faktor Pengbambat 
I) Rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dilingkungan Pemeintah Kabupaten Sukamara terhadap 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai. Kondisi yang demikian 
tentunya menjadi kurang efektif dan efesiennya 
implernentator dalam melaksanakan implement.asi. 
2) Belum optimalnya pengawasan disiplin pegawai yang 
dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai sebagai penunjang dalam pelaksanaan 
Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukamara. 
Temuan basil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan 
penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara belum berjalan efektif, maka yang dapat 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu: 
1. Pejabat atau pimpinan pengarnbil kebijakan di tingkat SOPD di 
Kabupaten Sukamara agar lebih mengoptimalkan komitmen pegawai 
sebagaimana ketentuan-ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
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Disiplin Pegawai di Kabupaten Sukamara clan harus jelas clan ideal serta 
cukup menantang bagi kemampuan Pegawai Negeri Sipil selaku 
pelaksana hnplementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara 
2. Pejabat atau pimpinan pengambil kebijakan ditingkat SOPD di 
Kabupaten Sukamara agar lebih mengoptimalkan hnplementasi 
Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, clan terus melakukan 
pengawasan melekat (Waskat) clan pembinaan-pembinaan, sehingga 
tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan 
oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. 
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DAFI' AR LAMPIRAN 
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian 
Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara 
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
I. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara; 
2. lnspektur Pembantu Wilayah I lnspektur Kabupaten Sukamara; 
3. Auditor Pertama lnspektur Kabupaten Sukamara; 
4. Kepala Bidang Pengadaan, Promosi dan Pengembangan Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sukamara; 
5. Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian 
Kabupaten Sukamara; 
6. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Bidang Pengadaan, 
Promosi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sukamara; 
7. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Bidang 
Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sukamara; 
8. Kepala Sub Bidang Mutasi, Data dan Informasi pada Bidang Mutasi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kbupaten Sukamara; 
9. Kepala Sub Bidang Promosi dan Penghargaan pada Bidang Pengadaan, 
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10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Sukamara; 
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara; 
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 
terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pedoman 
wawancara dan mengembangkan pertanyaan pada saat wawancara berlangsung. 
Adapun pedoman wawancara tersebut antara lain sebagai berikut : 
A. Komitm.en 
1. Penyampaian Infonnasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai 
Negeri Sipil. 
2. Bentuk Penyampaian lnformasi Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja 
Pegawai Negeri Sipil. 
3. Bentuk Komunikasi antara atasan langsung dengan PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin. 
B. Somber Daya 
1. Tingkat pemabaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai, berdasarkan tahapan penjatuhan hukuman 
disiplin. 
2. Kualitas Sumber daya Manusia (Atasan Langsung) dalam lmplementasi 
Kebijakan Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
tingkat SOPD. 
3. Bentuk pengawasan antara atasan langsung dengan PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin. 
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4. Bentuk pengawasan antara Tim PemeriksalBKD!fim Majelis 
Pertimbangan PNS (MPP) dengan PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin. 
C. Dlsposisi atau Sikap 
1. Sikap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terhadap 
kebijakan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin ASN. 
2. Sikap pelaksana kebijakan pada tingkat SOPD dalam implementasi 
kebijakan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin ASN. 
3. Faktor yang mempengaruhi sikap atasan langsung dalam implementasi 
kebijakan Pemeriksaan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ASN. 
D. Struktur Birokrasi 
1. SOP penjatuhan bukuman disiplin di tingkat Kabupaten Sukamara. 
2. Distribusi wewenang dalam hal implementasi kebijakan penegakan dsiplin 
kerja ASN terbadap penjatuhan hukuman dan penyarnpaian keputusan 
disiplin. 
3. Dasar bukum pembentukan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP). 
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Lampiran 2 Foto Dokumen Wawancara Penelitian 
Pen11/Js Wawancaro Dengan Sekrdaris Ballan Kepegawalan Daerah sdaUg11S sebagal Pit. 
Kepala Badon KepegllWalan Daaah Kab11paten Sdamara 
Penu/Js Wawancaro Dengan Kepala Bldang Pengadoon, Promos/ dan Pmgembongan Badon 
Kepegawaian Daerah Kab11paten S11kamaro 
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Penul/s Wawancara Dengan lnspektur Pembantu WI/ayah I Inspektorat Kabupaten Sukamara 
Penulis Wawancara Dengan Auditor Pertama lnspektorat Kabupaten Sukamara 
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Penulls Waw1111cara Dmg1111 Sekretarls Bad1111 Kepegawalan Daaalt seko/JglU sebagtd Pit. 
Kepala Ballan Kepegawalan Donah Kobupatm SllkllltUUYI 
Penulls Waw1111cara Dargan Kepa/a Bld1111g Mutasl dan PenJJaltm Klner)a Aparalllr Badan 
Kepegawalan Daeralr Kabupaten Sukamara 
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Penu/Js Wawtllfcal'tl Dmgtllf Kepa/a Bldllng M11tt1SI dtllf PenJ/alan Klner)a Apartl/lu Badan 
Kepegawalan Daerah Kabupaten S11kamt1rt1 
POU1/Js Wt1wtllfcart1 Dmgtllf Kepala Sub Bldang Pengadluut dtllf Panbohendan Palla Bldllng 
Pengadaan, Promos/ dan Pengembangan Bad1111 Kepegawalan Daeralt Kabupaten Sukamara 
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Penulls Wawancara Dengan Kepala Sub Bldang PenUalan dan evaluasl Klner}a Aparatur Pada 
Bldang Mutasl dan PenUa/an Klnerja Aparatur Badon Kepegawalan Daerah Kabupaten 
Sukamara 
Penulls Wawancara Dengan Kepala Sub Bldang Mutasl, Data, dan lnformasl Pada Bldang 
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Pmulb Wawoncaro Dengan Sekrdarls Badon .KepegawaUllt Durah ukallgus ubagal PIL 
.Kepa/a Badon .Kepegawa/an Donah .Kab11patm SllktUIUlro 
Pen11/ls Wawancora Dengan Inspektur Pembanlll WUayah I /nspek/Mr .Kab11patm S11klunora 
144 
43718.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
PenulJs Wawancara Dengan Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan Dinos Peker}aan 
Umum dan Penataan Rllang Kabupaten Sukamara 
Penul/s Wawancara Dengan lnspektur Pembantu Wllayah I lnspektllr Kabupaten Sukamara 
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Penu/Js Wawancara Dengan Kasubld Promos/ dan Penghargaan pada Bldang Pengadaan, 
Promos/ dan Pengembangan Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Sukamara 
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AP ARA TUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN 







1. Bagaimanakah pendapat saudara tentang Komunikasi dan Komitmen Pegawai Negeri 
Sipil dalam melaksanakan disiplin? 
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai prosedur pengawasan disiplin pegawai? 
3. Bagaimanakan pendapat saudara mengenai prosedur pemanggilan Pegawai Negeri 
Sipil terkait disiplin pegawai? 
4. Bagaimanakah pendapat saudara tentang prosedur pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil 
terkait disiplin pegawai? 
5. Bagaimanakah pendapat saudara tentang prosedur penjatuhan hukuman Pegawai 
Negeri Sipil terkait disiplin pegawai? 
6. Bagaimanakah pendapat saudara tentang prosedur penyampaian keputusan Pegawai 
Negeri Sipil terkait disiplin pegawai? 
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No Pertanyaan 

















I. "Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan 
rriasyarakat sudah Sc:harusnya mempunyai 
komitmen yang tinggi baik dalam 
pckerjaan maupun dalam kedisiplinWl. 
Pc~awai Negeri Sipil yang ada sekarang 
hanya bekerja karena diperintah tanpa 
adanya inisiatif sendiri. DaJam hal ini 
komunikasi sangat diperlukWl antara 
pimpinWl terhadap bawahan, sehingga 
tidak ada lagi istilah menunggu perintah. 
Jadi tugas yang dibcbankan kepada 
Pegawai Ncgeri Sipil harus sesuai dengan 
kemampuan. Kcbanyakan Pcgawai Ncgcri 
Sipil yang ada di Lingkungan Lingkungan 
Pcmerintah Kabupaten Sukamara dalam 
pencmpatan bclurn sesuai dengan 
kcbutuhan. Maka tM right man in tM right 
place and tM right man in tM right job 
sangat perlu untuk menunjang kinerja 
sebagai pelayan masyaralcat" 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 20 
Agustus 2018). 
2. Sekretaris BKD 2. "Komitmen yang tinggi yang dimiliki 
Pegawai Ncgeri Sipil akan membcrikan sekaligus sebagai 
Pit. Kepala BKD 










rasa suka akan pekerjaannya. Sehingga 
dengan suka akan pekerjaan maka pegawai 
terscbut tidak mgm meninggalkan 
pekerjaannya. Maka akan meningkatkan 
kedisiplinan pegawai terutarna Pegawai 
Negcri Sipil di lingkungan kantor 
Pemcrinta11 Kabupaten Sukamara." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 20 
Agustus 2018). 
3. "Pencmpatan Pegawai Negeri Sipil yang 
ada di Pemerintah Kabupaten Sukamara 
sesuai dengan keahlian dibidangnya. Maka 
dari itu peran pimpinan atau atasan 
langsung untuk membangun komunikasi 
agar tugas dan tanggung jawab yang 
dibcrilcan kepada bawahan dapat 
dilaksanakan. Sehingga dalam 
melaksanakan pekcrjaan sesuai 
dibidangnya dapat terlaksana. ~ 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 21 
Agustus 2018). 
4. "Jika komitmen pekcrja tinggi maka 
pekerja merasakan adanya loyalitas dan 
rasa memiliki organisasi. Memiliki 
keinginan kual untuk tetap bergabung 
dengan organisasi, terlibat sungguh-
sunaauh dalam oekeriaannva dan 
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menampilkan tingkah laku yang sesuai 
dengan tujuan organisasi. Komitmen yang 
lebih tinggi berfokus pada proses dimana 
orang/pekerja berfikir untuk memlikl 
keinginan yang kuat mengenai hubungan 
mereka dengan lingkungan organisasi." 
(Wawancara . pada hari Kam.is tanggal 30 
Agustus 2018). 
5. ''Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara 
mempunyai komitmen berbeda-beda Ada 
yang tinggi dan ada yang rendah, sehingga 
dalam proses dimana masing-masing 
individu terikat pada lingkungan organisasi 
tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut 
bekerja Setiap individu yang terikat 
dengan organisasi malca mereka cenderung 
memandang organisasi secara positif. 
Mereka akan menghindari perselisihan dan 
mempersepsikan organisasi secara positif." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 4 
September 2018). 
I. Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Pcraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tidak dapat berjalan dengan 
baik tanpa adanya dukungan para atasan 
langsung dari staf di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu 
para Pegawai Negeri Sipil (ASN). Karena 
Sekertaris Dacrah sebagai pimpinan 
tertinggi tidak mungkin mengawasi 
langsung para staf. Jadi disinilah letak 
pendelegasian kewenangan sangat penting. 
Dalam pembinaan disiplin dilakukan pada 
tingkat paling bawah, jika kesulitan maka 
dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih 
tinggi. Jadi Sekertaris Daerah hanya 
mendapat rekomendasi dari Atasan 
Langsung siapa saja staf yang mempunyai 
disiplin rendah, dan setelah itu Sekertaris 
Daerah bertugas memberikan surat teguran 
baik sccara lisan maupun secara tertulis 
kepada atasan langsung staf untuk 
melakukan pembinaan disiplin". 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 20 
Amistus 2018). 
2. Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tidak bisa berjalan dengan 
baik tanpa adanya peran dari atasan 
langsung Sekertaris Daerah sebagai 
pimpinan tertinggi tidak bisa mengawasi 
setiap pegawai melainkan staf yang ada 
dif>liwB!iiiya. Mili:a yang menjillirilC8ri 
instruksi Sekertaris Daerah adalah semua 
pejabat dan diketuai oleh Kepala Satuan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). 
Karena dalam menjalankan tugas pokok 
dan fungsi tentang Kepegawaian ada pada 
Kepala SOPD (Kepala Dinas) dibantu 
dengan staf yang menangani Sub Bagian 
Umum dan Kepejtllwaian. Jadi absensi 
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pegawai di Pemerintah Kabupaten 
Sukamara dalam pengawasan dan 
dilaksanakan Kepala SOPD (Kcpala 
Dinas)". (Wawancara pada harl Scnin 
tanggal 20 Agustus 2018). 
3. Kcpala Sub 3. lmplcmentasi Kebiiakan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
sebenamya dalam proses pengawasan 
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab. Selama ini pelaksanaan pengawasan 
tidak berjalan dengan baik, karena banyak 
toleransi yang diberikan atasan atau 
pimpinan langsung kepada bawahan. Salah 
satu bentuk pengawasan yang perlu 
ditingkatkan adalah dalam bentuk 
pengawasan jam masuk dan pulang kerja. 
Ditemukan beberapa Pegawai Negeri sipil 
yang datang terlambat, tennasuk juga 
diberbagai sekolah. Jadi yang dikuatirkan 
adalah dapat mengurangi hasil kerja yang 
kurang baik dan mengurangi proses belajar 
mengajar."(Wawancara pada harl Senin 




















4. Proses pengawasan yang dilakukan 
pimpinan atau atasan langung kepada 
bawahan belum bisa dilaksanakan secara 
tcgas. Karena sclama ini masih banyak 
bawahan yang merninta izin kepada atasan 
langsung bahwa ada keperluan mendadak 
sehingga masuk kekantor sering terlambat. 
Bahkan ada juga sampai tidak masuk kerja 
sehingga akan menimbulkan kecemburuan 
diantara pegawai yang lain. Untuk itu 
ketika atasan langsung memberikan izin 
kepada bawahannya harus mengetahui 
kemana bawahan tersebut izin terlambat. 
Maka atasan langsung dapat menjawab jika 
suatu saat ditanyakan kepada Kepala 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah 
(SOPD) sebagai pimpinan tertinggi di 
SOPD Pemerintah Kabupaten 
Suicamara"(Wawancara pada harl Seiasa 
tanggal 21 Agustus 2018). 
5. Pengawasan merupakan tugas wajib setiap 
atasan, karena atasan mempunyai 
kewajiban membina langsung bawahan 
dengan melakukan pengawasan secara 
melekat. Untuk mengetahui kebiasaan atau 
perilaku dari bawahan maka yang 
mengawasi adalah atasan. Maka dari itu 
perlu adanya tekanan atau perintah dari 
pimpinan yaitu Kepala Satuan Organisasi 
Perangkat Daerah (SOPD) sebagai 
pimpinan tertinggi agar menginstruksikan 
seluruh pejabat yang ada untuk melakukan 
pengawasan melekat guna meningkatkan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
Pemerintah Kabupaten 
Sukamara."(Wawancara pada harl Selasa 
taniz2al 21 Agustus 2018). 
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6. Sekretaris BKD 
sekaligus sebagai 
Pit. Kepala BKD 
Kabupaten 
Sukamara 
6. Sebagai seorang atasan atau pimpinan 
pengawasan tethlidap bawahan adalah 
tugas wajib yang perlu diperhatikan. 
Karena atasan merupakan penanggung 
jawab langsung dari bawahan. Jika 
bawahan melakukan tindakan disiplin 
maka secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi harkat dan martabat dari 
atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan tindakan disiplin."(Wawancara 
pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018) 
7. Kepala Bidang 7. Pengawasan yang di\akukan oleh atasan 
langsung harus didukung olch bawahan. 
Atasan tidak mungkin mengawasi tanpa 
adanya bawahan. Bawahan yang disiplin 
akan membantu pelaksanaan kinerja dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Karena dengan bawahan yang 
disiplin akan menciptakan kondisi kerja 
yang baik"(Wawancara pada hari Kamis 




1. Kepala Sub Bidang 







I. Pemanggilan Pegawai Negeri sipil yang 
melanggar disiplin harus dilakukan secara 
diam-diam agar pegawai yang lain tidak 
mengetahui pemanggilan tersebut. Secara 
diam-diam dilakukan agar menghormati 
pegawai yang bersangkutan serta dapat 
menimbulkan pikiran positif bahwa 
pemanggilan adatah bagian dari proses 
pembinaan. Pemanggilan yang dilakukan 
oleh atasan langsung harus dihadiri 
langsung oleh Pegawai Negeri Sipil dan 
tidak boleh melebihi batas waktu yang 
ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat 
pemanggilan diterbitkim." (Wawancara 
pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018) 
Lebih lanjut ditambahkan pula oleh beliau 
pada kesempatan yang berbeda : 
Proses pelaksanaan pemanggilan Pegawai 
Negeri Sipil yang melanggar disiplin harus 
dilakukan secara prosedural sesuai dengan 
Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 
2010 agar tidak terjadi penyelewengan. 
Sclain itu juga atasan langsung harus 
memberikan keterangan yang jelas dalam 
proses pemanggilan. Pemanggilan secara 
diam-diam atau secara tertutup memang 
harus dilakukan karena untuk menghormati 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin agar tidak merasa 
adanya perbedaan dalam proses pembinaan 
kepegawaian. Jika pegawai Negeri Sipil 
yang tidak menghadiri atau melalaikan 
pemanggilan maka harus segera ditindak 
tegas agar memberikan efek jera kepada 
pegawai tersebut agar tidak mengulangi 
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perbuatan dan segcra menghadiri 
pemanggilan yang dilakukan oleh 
atasan."(Wawancara pada hari Selasa 
tanggaJ 4 September 2018). 
2. Kepala Sub Bagian 2. Proses pemanggilan Pegawai Negeri Sipil 
yang melanggar disiplin itu seharusnya 
dilakukan oleh atasan langsung di tiap-tiap 
seksi karena yang mengetahui sikap dan 
perilalcu bawahan adalah atasan langsung 
pegawai yang bersanglrutan." (Wawancara 































1. "Perintah implementasi tersebut mungkin 
dapat diteruskan secara cennat, jelas, dan 
konsistcn, tctapi jika pelaksana kebijakan 
lrurang sumber-sumber yang diperlukan 
untuk mclalc.sanakan kebijalcan, maka 
implcmentasi kebijakan penegakan disiplin 
kcrja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
linglrungan Pemerintah Kabupaten 
Sukamara cenderung tidak efcktif. Upaya 
pembinaan terbadap oknum yaniz 
melakukan pelanggaran disiplin terus 
dilakukan. Meskipun isi dari kebijakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
telah dikomunikasikan dengan jelas dan 
konsisten, namun dalam pelaksanaan di 
lapangan tidak sepenuhnya berjalan 
sebagaimana mestinya. Sebagai contoh 
tahapan sanksi pelanggaran bagi pegawai 
yang melanggar disiplin. 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 4 
September 2018). 
2. "Dalam tahapan pcnjatuhan sanks~ hal-hal 
yang pcrlu diperbatikan dalam melakukan 
pcmcriksaan adalah Pcjabat pemeriksa 
tidak mcmpunyai hubungan kcluarga 
dengan Pegawai Negeri Sipil yang 
diperiksa dan kaitan langsung atau tidak 
langsung dengan pelanggaran yang 
diproscs. Selain itu juga sama dengan 
pemanggilan dan pengawasan. 
pemcriksaan juga dilakukan dalam ruangan 
tertutup clan hanya diilruti oleh atasan 
langsung clan Pejabat yang berkcpentingan 
serta Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 
disiplin." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 4 
September 2018). 
3. "Yang paling penting dari proses 
pemeriksaan adalah Kcdudukan pejabat 
atau atasan langsung tidak boleh lebih 
tinggi dari Pegawai Ncgeri sipil yang 
melakukan pelanggaran. serta dalam proses 
pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran wajib menjawab 
semua oertanvaan van2 diaiukan oleh tim 
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pemerik:sa. Karena dengan jawaban dari 
pegawai tersebut yang akan menjadikan 
bukti apakah pegawai tersebut melakukan 
tindakan Pelanggaran disiplin atau tidak." 
4. Sekretaris DPUPR 4. "Pelaksanaan pemeriksaan hal-hal yang 
~abupaten tidak boleh dilakukan adalah Melakukan 
Sukamara pemaksaan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang diperiksa untuk mengakui 
perbuatanya. Merendahkan martabat/harga 
diri Pegawai Negeri Sipil dengan cata 
mengancam, membentak atau cata lain 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
diperiksa. Pejabat pemeriksa memberikan 
kebebasan pada Pegawai Negeri Sipil yang 
diperiksa dalarn mengemukakan pendapat 
serta pejabat pemeriksa adalah tidak boleh 
memberikan nasihat atau Saran-Saran yang 








6. Sekretaris BKD 
sekaligus sebagai 
Pit. Kepala BKD 
(Wawancata pada hari Rabu tanggal 5 
September 2018). 
5. "Dalarn proses pemeriksaan, Pejabat 
pemeriksa dapat meminta keterangan dari 
I orang/pihak Jain yang mengetahui 
terjadinya pelanggaran guna menjamin 
obyektifitas pemeriksaan. Sehingga hasil 
pemeriksaan harus dapat menjamin 
kcpastian hukuin tentang orang yg 
melakukan pelanggaran, waktu dan tempat 
serta bagaimana pelanggaran itu terjadi, 
akibat ataupun latar belakangnya. Bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang mempersulit 
pemeriksaan, pemeriksa wajibmelaporkan 
kepada pejabat yang berwenang 
menghukum berikut BAP yang telah 
disusun." 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 
September 2018). 
6. "Proses Pemeriksaan tidak jauh berbeda 
dengan proses pemanggilan karena dalarn 
pelaksanaanya harus dilakukan secara 
tertutup c:iihadiri oleh pegawai Negeri sipil 
yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin dan pemeriksa adalah atasan 
langsung demi menjaga kehormatan 
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 
disiplin agar tidakterkucilkan dari pegawai 
yang lain" 
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9. Inspcktur Pembantu 
Wilayah I lnspektur 
Kabupaten 
Sukamara 
7. "Tujuan pemeriksaan adalah untuk 
mengetahui apakah Pegawai Negeri sipil 
benar atau tidak melakukan pelanggaran 
disiplin, serta untuk mengetahui faktor-
faktor yang mendorong dan menyebabkan 
Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan 
pelanggaran. Pegawai Negeri Sipil yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin 
maka penjatuhan hukuman disiplin menjadi 
kewenangan pejabat pembina 
kepegawaian, dan Pegawai Negeri sipil 
yang pemerilcsaannya menjadi kewenangan 
atasan langsung, pimpinan yang berwenang 
sebagai pemeriksa tidak boleh berpangkat 
atau memangku jabatan yang lebib rendah 
dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. • 
(Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 
September 2018). 
8. "Dalam pemeriksaan disiplin yang diajukan 
oleh atasan langsung berupa pertanyaan 
yang ditujukan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang melanggar wajib menjawab 
segala apa yang ditanyakan. Jika Pegawai 
Negeri Sipil yang diperiksa itu tidak mau 
menjawab pertanyaan, maka Pegawai 
Ncgeri Sipil tcrscbut dianggap mcngakui 
pelanggaran disiplin yang dituduhkan 
kepadanya." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 
September 2018). 
9. "Prosedur pcmeriksaan adalah salah satu 
yang terpenting dari proses kebijakan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil bcrdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010. Proses pemeriksaan dilakukan 
dengan cara tertutup yaitu atasan langsung 
adalah sebagai pemeriksa jika tidak ada 
atasan langsung maka yang berwenang 
menjadi pemeriksa adalah hicrarki yang 
ada diatasnya. Misal jika saya sebagai 
Kepala Bidang tidak ada maka yang 
berhak menjadi pemeriksa adalah atasan 
saya yaitu Sekertaris BKD Kabupaten 
Sukamara. Dan jika Kepala Bidang yang 
melanggar disiplin diduga pelangaaran 
berat maka Pegawai Negeri Sipil tersebut 
dapat dibebas tugaskan sementara dari 
tugas jabatannya untuk memperlancar 
proses pemeriksaan." 
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JO. "Proses pemeriksaan harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan 
dilakukanjika mcmang dalam pemanggilan 
tidak mengubah perilaku dan sikap dari 
Pcgawai Negeri Sipil. Jika pegawai 
tersebut berubah kearah yang lcbih bailc, 
maka proses pemeriksaan tidak perlu 
dilakukan. Mungkjn atasan langsung 
sebagai pejabat yang membawahi pegawai 
tersebut lebih memberikan arahan agar 
meningkatkan kedisiplinan." 
(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 
September 2018). 
I. Kepala Bidang I. "Sebelum menetapkan keputusan 
penjatuhan hulcuman disiplin, pejabat yang 
berwenang mcnghukum wajib mempelajarl 
dengan sak.sama laporan basil pemeriksaan 
pelanggaran dislplin. Hulruman disiplin 
harus setimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukan dan harus dapat diterima 






(Wawancara pada hari Senin tanggal 10 
September 2018). 
2. Sekretaris DPUPR 2. ''Pcnjatuhan hukuman disiplin pada 
Kabupaten prinsipnya adalah sebuah pembinaan untuk 
Sukamara Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran agar bisa memperbaiki 
perilaku dan sikap di masa mendatang. 
Hukuman disiplin diberikan kepada 
pegawai yang telah terbukti bersalah 
melakukan pelanggaran. Scbagai scorang 
pimpinan atau atasan langsung yang 
mempunyai kewenangan dalam penjatuhan 
hukuman disiplin harus teliti dalam 
menghukum pegawai yang melanggar. 
Karena dalam pelaksanaannya harus 
didasarkan pada alasan, jika dalam 
perbuatan yang sama tetapi berbeda alasan 
maka bukuman disiplin juga akan berbeda. 
Atasan langsung harus tegas dalam 
memberikan bukuman disiplin." 
(Wawancara pada hari Scnin tanggal 10 
September 2018). 






3. "Jika pejabat yang berwenang menghukum 
tidak menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin, maka 
pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin 
oleh atasannya yang lebih tinggi. Dan 
hukumanya sama dengan jenis hukuman 
disiplin yang seharusnya dijatuhkan kcpada 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin." 
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4. Kepala Sub 4. "Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan 
hasil pemeriksaan temyata melakukan 
beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya 
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman 
disiplin. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
pemah dijatuhi hukuman disiplin yang 
kemudian meiakukan pelanggaran disiplin 
yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi 
hukuman disiplin yang lebih berat dari 






















2. lnspektur Pembantu 
Wilayah I Inspektur 
Kabupaten 
Sukamara 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal 11 
September 2018). 
5. "Penjatuhan hukuman disiplin yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang melakukan pelanggaran disiplin harus 
sertai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Karena jika tidak sesuai dengan yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut maka akan 
terjadi kesenjangan antar pegawai sehingga 
akan mengakibatkan lingkungan kerja tidak 
harmonis." 
(Wawancara pada hari Selasa tanggal l l 
September 2018); 
I. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 
disiplin dipanggil untUk mcl\enrna 
keputusan hukuman disiplin pada waktu 
dan tempat yang ditentukan. Keputusan 
hukuman disiplin disarnpaikan secara 
langsung oleh pejabat yang berwenang 
menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang dijatuhi hukuman disiplin. 
Penyampaian keputusan hukuman disiplin 
tersebut dapat dihadiri pejabat lain, dengan 
ketentuan bahwa pangkat dan jabatan 
pegawai yang hadir tidak boleh lebih 
rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai 
Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 
disiplin." (Wawancara pada hari Kamis 
tanggal 13 September 2018). 
2. Penyampaian keputusan hukuman dilakukan 
secara tertutup dan dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang langsung menghukum. 
Penyampaian keputusan hukuman disiplin 
juga dapat ditembuskan atau disampaikan 
kepada instansi terkait apabila Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan 
berhalangan hadir. Selain itu tempat yang 
&crjaiilian juga oi5a riicrijadi licridala dalam 
penyampaian hukuman disiplin. 
Penyampaian keputusan hukuman harus 
disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang melanggar paling lambat 14 ( empat 
belas) hari sejak tanggal 
ditetapkan."(Wawancara pada hari Kamis 
tanggal 13 September 2018). 
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3. Sek:retaris BKD 3. Proses penyarnpaian keputusan hukwnan 
sekaligus sebagai disiplin pada prinsipnya dilakukan oleh 
Pit. Kepala BKD pejabat yang berwenang menghukum". 
Kabupaten (Wawancara pada hari Kamis tanggal 13 
Sukamara September 2018). 
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